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ABSTRAK

IKHWALUDDIN,15.2300.047,Implementasi  Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah
tentang Sistem Dual Banking pada Bank BPD Sulselbar Pinrang, dibimbing oleh
Moh. Yasin SoumenaSelaku Pembimbing Utama dan DamirahSelaku Pembimbing
Pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan operasional unit
syariah pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang, penerapan konvensional pada Bank
BPD SULSELBAR Pinrang dan prinsip-prinsip perbankan syariah dalam dual
banking system diBank BPD SULSELBAR Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif
untuk menjelaskan penerapan dual banking system pada Bank BPD SULSELBAR
Pinrang.Penelitian ini dilakukan di Kantor Bank Bank BPD SULSELBAR
Pinrang.Sumber data primer yakni pihak karyawan bank selaku analis pembiayaan
dan sumber data sekunder yakni jurnal penelitian relevan.Teknik pengumpulan data
yakni dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data
menggunakanmodel Miles dan Huberman, vyaitu reduction, data display dan
conclusiondrawing/verification.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Penerapan operasional unit syariah
pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang dijalankan dengan menggunakan prinsip bagi
hasil dengan menggunakan akad mudharabah yang mana pembagian keuntungan
didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh sehingga jumlah pembagian bagi
hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, dan jika terjadi
kerugian, maka ditanggung bersama. 2) Penerapan konvensional pada Bank BPD
SULSELBAR Pinrang yakni menggunakan sistem bunga flat rate. Bunga didasarkan
pada jumlah modal yang disetor deposan dengan persentase bunga yang ditetapkan di
awal perjanjian sehingga sifatnya mutlak, adapun apabila terdapat kerugian dalam
pengelolaan dana, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pengelola
dana. 3)Prinsip-prinsip perbankan syariah dalam dual banking system di Bank BPD
SULSELBAR Pinrang sejalan dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memuat ketentuan kegiatan usaha
harus berdasarkan prinsip syariah sehingga harus menghindari riba, maysir, gharar,
bisnis yang halal, menggunakan skema profit and loss sharing dan mengeluarkan
zakat.

Kata Kunci :Prinsip Perbankan Syariah, Sistem Dual Banking
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama

) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

< Tha Th te dan ha

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Dhal Dh de dan ha

B Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye
o= Shad $ es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)

XVi



d ain komater balik keatas
a Gain G Ge
o Fa F Ef
a Qaf Q Qi
S Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
O Nun N En
3 Wau W We
° Ha H Ha
Apostro
¢ Hamzah '
f
¢ Ya Y Ye

Hamzah (=) yang teletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

fathah

l’QC‘i‘Qh

—\o

r’qmmnh

11




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s
fathah dan ya’ ai adani
P
fathah dan wau au adanu
Contoh:
<€  :kaifa
ds»  :haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat | Nama Huruf dan Nama
< . | . fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
e kasrahdan ya’ i i dan garis di atas
e dammahdan wau u u dan garis di atas
Contoh:
&la : mata
&) .rama
d8  :qila

2

G4 yamutu
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D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutahyang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutahdiikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbutahitu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Jaky) s : raudah al-atfa

Ll Al : al-madinah al-fadilah
A& - al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tandatasydid ( = ),dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

5 : rabbanaa
as : najjainaa
Gall - al-hagq
Azl s nu“ima
e . ‘aduwwun

XiX



Jika huruf < ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(¢—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:
& : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
S0e : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J\(alif
lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

().

Contoh:
Gl : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
A5 : al-zalzalah(az-zalzalah)
aadal : al-falsafah
AU - al-bilaadu
G. Hamzah

Aturan tranliterasihuruf hamzahmenjadi apostrof (")hanyaberlakubagihamzah
yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak
diawalkata,iatidakdilambangkan,karena dalamArabiaberupa alif.

Contoh:

O3 A L ta’muruna

XX



£ 54 :al-nau *
RS L syai’'un
&3l : umirtu
H. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fizilalal-qur'an

Al-sunnah gablal-tadwin

Al-ibaratbi ‘umumal-lafziabikhususal-sabab
I. Lafzal-Jalalah (3is)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:
4 (s dinullah4b billah
Adapun ta’ marbutahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah,ditransliterasi dengan huruf [t].

XXi



Contoh:

A 4435 o8 2aahum fi rahmatillah
J. Huruf Kapital

WalausistemtulisanArabtidak mengenalhurufkapital, dalam transliterasi ini
huruf tersebutdigunakanjugaberdasarkanpadapedomanejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD).
K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt. = subhanahuwa ta’ala

Saw. =sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sallam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi
QS.../...:4= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

XXii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima
simpanan uang, menyalurkan uang, dan memberikan pelayanan pengiriman uang.
Pada dasarnya ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan ketika zaman Rasulullah
walaupun belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara
substansial fungsi bank ketika zaman Rasulullah saw. sudah ada. Dalam sejarah
perekonomian kaum Muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai
dengan syariah telah menjadi bagian dan tradisi umat Islamn sejak zaman Rasulullah
saw. pelaksanaan-pelaksanaan seperti menerima penitipan harta, meminjamkan uang
untuk keperluan konsumtif dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim
dilakukan sejak zaman Rasulullah. Prinsip ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak
masa Nabi Muhamad saw. terus merambat ke masa Dinasti Umayyah dan
Abbasiyah.*.

Tujuan perbankan syariah identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem
ekonomi islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin
kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada

seluruh masyarakat.’Sistem ekonomi Islam juga mengatur terkait prinsip-prinsip

'Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017),
h. 12.

’A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),
h.33.



perbankan syariah dalam pelaksanaannya.Dalam sistem perbankan syariah, penerapan
sistem bunga dipandang sebagai bagian dari riba, sehingga riba dalam perbankan
syariah harus dihilangkan.

Pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum
satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.
Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil" Dengan
demikian, di tingkat undang-undang. pengaturan perbankan syariah di Indonesia
dimulai pada tahun 1992, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang dimaksud secara eksplisit, telah
membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional
sistembagi hasil, yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun1992 tentang BankPasal 24 ayat 1 huruf a, Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar
hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia dan menandai dimulainya era sistem
perbankan ganda (dual banking system). Sistem perbankan ganda (dual banking
system) intinya yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan
secara paralel®.

Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel dan
mempunyai hubungan keuangan yang terbatas satu sama lain serta menciptakan

diversifikasi risiko keuangan secara beragam, yang akhirnya dapat mengurangi

*Khotibul Umam dan Veri Antoni, Corporate Action Pembentukan Bank Syariah
(Yogyakarta: UGM Press), h.39.



problem risiko sistemik pada saat terjadi krisis keuangan. Artinya, pengembangan
bank syariah dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional. Berdasarkan
paradigma tersebut, serta adanya realitas empiris yang menunjukkan bahwa bank-
bank konvensional banyak yang tidak sanggup bertahan di saat krisis keuangan dan
moneter melanda, maka mendorong pemerintah untuk mengamandemen Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992, Perubahan atas beberapa muatan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998."
Undang-undang inilah yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia,
antara lain dengan dijumpainya istilah prinsip syariah,

Sistem dual banking sudah banyak digunakan oleh bank-bank yang ada di
Indonesia seperti salah satu bank yang ada dikota Pinrang yaitu Bank BPD
SULSELBAR Pinrang. Penerapan sistem syariah sudah menjadi hal yang utama
sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 24 ayat 2 huruf a, dan Pasal 25
huruf a Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang pebankan syariah mengaskan
bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah, artinya akad syariah yang dibuat antara bank dan nasabah tidak boleh
berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip
syariah®,

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, fenomena yang ditemukan
pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang yakni adanya penerapan dual banking
systempada bank tersebut.Sistem perbankan konvensional yang dijalankan oleh Bank

BPD SULSELBAR Pinrang dan dalam waktu yang sama juga menerapkan sistem

“Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya
(Jakarta: Kencana, 2018), h. 112.



perbankan syariah dengan membentuk unit usaha syariah yang dijalankan dalam satu
kantor yang sama.

Ditemukan masalah dimana kantor yang digunakan masih sama dalam
penerapan unit kerja syariah dengan konvensional pada Bank BPD SULSELBAR
Pinrang. Bagi sebagian nasabah yang masih awam, belum mengetahui tentang adanya
penerapan dua sistem dalam satu operasi kerja perbankansehinggaeksistensi dari
penerapan dual banking system ini masih belum terlalu dikenal oleh nasabah.

Permasalahan kemudian adalah kegiatan unit syariah dan unit konvensional
menyatu dalam satu kantor, sehingga yang akan muncul dalam persepsi nasabah
adalah adanya kesamaan diantara kedua sistem operasional ini, sedangkan dalam
konsepnya kedua sistem memiliki perbedaan prinsip yang sangat signifikan. Realitas
permasalahan ini akan membuat Bank BPD SULSELBAR Pinrang susah untuk
menyelaraskan eksistensi dua sistem yang dibangunnya, perlu ada tindakan yang
lebih aktif dalam membuat perbedaan yang signifikan antara operasional syariah
dengan konvensional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok masalah adalah
bagaimana implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah tentang sistem dual
banking pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang, dengan sub-sub rumusan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan operasional unit syariah pada Bank BPD SULSELBAR
Pinrang?

2. Bagaimana penerapan konvensional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang?



Bagaimana prinsip-prinsip perbankan syariah dalam dual banking systemdiBank

BPD SULSELBAR Pinrang ?

. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui penerapan operasional unit syariah pada Bank BPD

SULSELBAR Pinrang

Untuk mengetahuipenerapan konvensional pada Bank BPD SULSELBAR

Pinrang.

Untuk mengetahuiprinsip-prinsip perbankan syariah dalam dual banking

systemdiBank BPD SULSELBAR Pinrang.

. KegunaanPenelitian
Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

KegunaanTeoritis

a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk mengembangkanteori- teoriyang
peneliti gunakan sertadapat bergunauntuk
penelitianselanjutnyasebagaikonstribusipositif.

b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan dalam rangka
mengembangkan ilmu perbankan syariah.

KegunaanPraktis

a. Dapat memperkaya wawasan danpengetahuanpenulis sebagai suatu proses
pembelajaran dalampenulisankaryailmiah(skripsi)terkaitmasalah yang diteliti.

b. Bagipraktisi perbankan syariah dapat dijadikan sebagai referensi bacaan untuk

perkembangan perbankan syariah ke depan.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan tujuan agar peneliti memiliki referensi dari

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun penulis tidak menemukan

penelitian sebelumnya dengan sub judul yang sama dengan yang akan penulis

lakukan sehingga yang penulis dapatkan adala penelitian yang memiliki sub yang

salah satunya sama dengan apa yang penulis ingin teliti, yaitu:

1. Jurnal Internasional Yaser Taufik Syamlan dengan judul penelitian “Does Dual

Banking System in Indonesia DifferentiateInvestment Account Requirement? “.
Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi adopsi
pedoman IFSB adalahfaktor politik yang diperankan oleh Bank Indonesia (Bl).
Dalam UU No. 21 tahun 2008tentang Perbankan Syariah Indonesia pasal 35
disebutkan bahwa BankIndonesia memiliki kekuatan koersif untuk mendorong
standar akuntansi/tata kelola untukperbankan syariah Indonesia. Namun, jika
model benar-benar digunakan dilndonesia, manfaat lebih diterima oleh pelanggan
karena mereka akandididik dengan baik oleh bank mengenai sifat rekening
investasi.Apalagi dengan membatasi giro yang hanyauntuk tujuan titipanakan
menstabilkan sistem pembayaran dan transaksi.’

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dapat ditemukan
pada fokus penelitian dan pendekatan penelitian.Penelitian terdahulu mengkaji

aspek akuntansi dari perbankan syariah, sedangkan penelitian saat ini lebih

Yaser Taufik Syamlan “Does Dual Banking System in Indonesia Differentiate Investment

Account Requirement ?”Tazkia Islamic Finance and Business Review, Volume 11(1), 2017, h. 101.



berfokus pada kegiatan operasional perbankan yang disatukan dalam sistem dual
banking. Pebedaan selanjutnya adalah yang mana peneliti terdahulu menggunakan
pendekatan studi yuridis dengan mengacu pada UU No. 21 tahun 2008tentang
Perbankan Syariah Indonesia pasal 35, sedangkan penelitian saat ini lebih
menekankan aspek fenomenologi dari Bank SULSELBAR Pinrang. Letak
kesamaan dapat dilihat dari kedua penelitian yang sama menyorot tentang dual
banking system.

2. Jurnal Arief Budiono dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga
Keuangan Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Penerapan prinsip
syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun perbankan syariah
adalah hal yang sangat urgen. (b) Demi mencapai kondisi penerapan syariah
tersebut diciptakan struktur pengawasan maupun penerapannya serta dipandu
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. (¢) Undang-Undang maupun peraturan
lain telah mensupport sebagian dari tujuan tersebut namun masih ada regulasi
yang belum. (d) Masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan maupun LKS
yang tidak sesuai fatwa DSN atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi.
(e) Terdapat LKS yang melakukan hilah atau trik guna mengambil riba.’

Perbedaannya terdapat pada objek penerapan tersebut, Arief
Budionomelakukan penelitian meluas kepada lembaga keuangan syariah
sedangkan penelitian saat ini akan peneliti lakukan terhadap salah satu bank yang
ada di Pinrang saja, yaitu Bank BPD SULSELBAR Pinrang.Fokus oleh Arief

Budiono juga berbeda dengan penelitian saat ini, yang mana peneliti terdahulu

®Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah” Jurnal Law
and Justice Vol. 2 No. 1, 2017), h. 64.



berfokus pada prinsip syariah saja, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada
dua prinsip dalam waktu yang sama. Persamaan antara penelitian Arief Budiono
dengan penelitian yang akan dilakukan adalh memiliki satu unsur yang sama
yaitu penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah, yang mana
perbankan syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah.

3. Nurul Mu’minati dengan judul “Implementasi Prinsip Syariah terhadap
Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Watampone”. Hasil kajian
memperoleh kesimpulan bahwa (1) Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di bank
syariah dilakukan dengan cara teratur dan berkekuatan hukum sehinnga dapat
memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak itu sudah sesuai dengan prinsip
syariah. (2) Dalam penerapan prinsip syariahnya terhadap kegiatan perbankan
bank syariah belum mampu menerapakan secara keseluruhan dari segi teori bank
syariah sangat menarik minat namun dalam praktiknya banyak yang belum dapat
terealisasi (3). Masih belum transparansinya pihak bank syariah dalam
memberikan informasi kepada masyarakat akibat masih kurangnya SDM yang
mumpuni dan profesional di bidangnya, sehingga masih banyak masyarakat yang
belum mengetahui mengenai mudharabah ini’.

Perbedaan penelitian dapat ditemukan pada fokus kajian.Nurul Mu’minati
mengkhususkan kepada pembiayaan mudharabah sedangkan yang akan dilakukan
yaitu terhadap keseluruhan elemen bank BPD SULSELBAR Pinrang, baik itu
produknya ataupun laporan keuangan dan manajemen sumber dayanya.Penelitian

Nurul Mu’minati dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu

"Nurul Mu’minati, “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada
Bank Syariah di Watampone”Skripsi Sarjana (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum), h. 65



implementasi prinsip syariah, yang mana prinsip syariah merupakan bagian dari
prinsip dual banking system.

4. Jurnal Nonick Lhee Na Famera dan Mirna Indriani dengan judul “Penilaian
Efisiensi Dual Banking Systemdi Indonesia Menggunakan Stochastic Frontier
Analysis”. Hasil kajian menghasilkan kesimpulan yaitu ;1) Pengukuran efisiensi
menggunakan 3 pendekatan, memberikan hasil yang berbeda. 2) Dilihat dari nilai
rata-rata efisiensi antara bank konvensional dan UUS dalam penelitian ini
menyatakan efisiensi. 3) Jika dilihat darirata-rata efisiensi UUS dan bank umum
konvensional sama-sama unggul selama 3 tahun penelitian pada pendekatan aset
dan intermediasi. Dan rata-rata efisiensi UUS mampu unggul selama 4 tahun di
bandingkan bank umum konvensional ada pendekatan produksi .4) Jika total
amatan selama 6 tahun penelitian yang berjumlah 114, pada ketiga pendekatan
jumlah bank umum konvensional yang memeperoleh efisiensi yang baik lebih
banyak dari jumlah UUS yang memperoleh efisiensi yang baik tetapi masih kalah
dibandingkan bank umum konvensional®.

Penelitian tersebut memfokuskan kepada efisiensi sitem dual banking tanpa
berfokus pada penerapan syariahnya, namun setidaknya memiliki salah satu sub
yang sama vyaitu sistem dual banking, sedangkan penulis akan menanalisis tentan
penerapan prinsip syariah terhadap sistem dual banking pada Bank BPD

SULSELBAR Pinrang.

®Nonick Lhee Na Famera dan Mirna Indriani, “Penilaian Efisiensi Dual Banking System di
Indonesia Menggunakan Stochastic Frontier Analysis” Jurnal lImiah (Ekonomi Akuntansi Vol. 3, No.
1, 2018), h. 7.
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B. Tinjauan Teoritis
1. Teori Implementasi
a. Pengertian Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah
pelaksanaan atau penerapan.’Pelaksanaan atau penerapan di sini arahnya lebih
kepada bagaimana suatu kebijakan yang sebelumnya telah di tetapkan dan di
rencanakan harus di realisasikan dengan baik sesuai prosedur yang telah di
tetapkan.

Menurut Affan Gaffar, implementasi adalah suatu rangkaian kegiatan
dalam rangka membuat dan mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga
kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.'%Jika
berdasarkan pandangan ini, implementasi arahnya lebih kepada suatu sistem
pelaksanaan atas kebijakan publik, dalam hal ini hubungannya antara Pemerintah
dan masyarakat.Akan tetapi, konsep-konsep implementasi dapat diterapkan dalam
berbagai macam penentuan kebijakan dalam suatu entitas, termasuk dalam hal ini
adalah lembaga keuangan.

Implementasi lebih sederhana sebagai suatu bentuk realisasi kegiatan yang
sebelumnya telah disusun dengan baik guna memperoleh suatu outpun yang
dikehendaki.

Berdasarkan uraian dari berbagai pakar yang menjelaskan tentang
implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu

kegiatan penentuan suatu kebijakan yang dilakukan oleh entitas Pemerintah atau

’Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2003) h.529.

OAffan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Cetakan VI (Jogjakarta: Pustaka
Pelajar Keda Sama, 2009) h.295.
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swasta demi tujuan tertentu, yang lebih spesifik adalah tujuan yang mengarah
pada perbaikan dan keberlanjutan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh
dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan
implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup :
1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
2) Jenis manfaat yang diterima oleh target
3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.™
Perbankan Syariah
a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Olehkarena itu,
sebelum penulis menjelaskan apa yang dimaksud denganbank syariah, penulis
terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bank dan apa yang
dimaksud dengan syariah.Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata Italia
"Banco"yang artinya "Bangku". Bangku ini digunakan pegawai bank
untukmelayani aktivitas  operasionalnya ~ kepada  para  penabung.
Secaraterminologis, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana
darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangkameningkatkan taraf

hidup rakyat.Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air

21.

Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002) h.
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yangmengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian: hukum-
hukum Allah yang diturunkannya untuk umat manusia (hambaAllah Swt). Kata
syariat dalam berbagai bentuknya diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an,
yang dalam ayat tersebut syariah berarti peraturan™.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 vyang
dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam membentuk simpanandan menyelurkannya kemasyarakat
dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.Bank menghimpun dana masyarakat kemudian
menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong
peningkatan taraf rakyat banyak, Dua fungsi pokok Bank yaitu penghimpunan
dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut
Financial Intermedeary.™

Perbankan merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam pengumpulan
dana (funding), fungsi penyaluran dana (lending), dan pelayanan jasa.'*Lebih
lanjut, menurut Adiwarman bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi
utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan
jasa."> Dalam operasionalisasinya, Bank Islam harus mengikuti dan atau
berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah

saw, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh

h.9

2Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017),

31smail,Perbankan Syariah, Edisi | (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 30-31.
Y“Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2000), h. 66.

B Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, h. 359.
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Rasulullah saw. atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para
ulama/cendekiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an
dan Hadis.*®

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa perbankan syariah
merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan yang
menjalankan fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana/pembiayaan dan
penyediaan jasa keuangan kepada nasabah yang bedasarkan prinsip yang ekonomi
Islam. Prinsip ekonomi Islam diemplementasikan dengan mengacu kepada Al-
Qur’an dan As-Sunnah yang mengarah kepada kemaslahatan bersama antara
nasabah maupun dengan pihak perbankan.

b. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi
menjalankan kegiatan operasionalnya.Hal ini dikarenakan perbankan syariah
menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang
diikat dalam prinsip dasar syariat Islam. Unsur—unsur tersebut meliputi unsur
kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga
keuangan. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi
pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah
tersebut antara lain :
1) Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang

diharamkan.

®\Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6.
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Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang
diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu
keharusan menghindar dari kemudaratan. Al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad
SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau
jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram
untuk dimakan,diminum dan dipakai oleh seorang muslim. Bagi industry
perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut
diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan
aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain
yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian
pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu meamstikan kehalalan jenis usaha
yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, pada suatu
bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di
bidang peternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya
yang diharamkan®’.

2) Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur
Perolehan Keuntungannya.

Islam membatasi beberapa ketentuan dalam bertransaksi, selain melarang
transaksi yang haram zatnya, Islam juga melarang transaksi yang diharamkan
sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori
transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya

tersebut adalah:

YAndrianto dan Muhammad Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta:
Qiara Media, 2019), h. 31.
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a) Tadlis, transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah
satu pihak.

b) Gharar, transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis,
ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar
ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.

C) Bai’ Ikhtikar, bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah
islam adalah bai’ ikhtikar. Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan
barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual akan memperoleh
keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih
tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi.

d) Bai’ Najasy, adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada
banyak permintaan terhadap suatu produk,sehingga harga jual produk akan
naik.'®

e) Maysir, ulama dan fugaha mendefinisikan maysir sebagai suatu permainan di
mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan
menderita kerugian.

f) Riba, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya
padanan (iwad ) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Dalam
sistem perbankan syariah, penerapan sistem bunga yang dipandang sebagai
bagian dari riba, diharamkannya riba menjadi landasan pokok yang menjadi
pembeda dengan dalam sistem perbankan konvensional. Sebagaimana dalam

Q.S Al-Bagarah/2 : 275 sebagai berikut :

®Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta:
Qiara Media, 2019), h. 34.
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Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri,
kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.
Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan
riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya
(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang
mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka.Mereka kekal di
dalamnya.*®

Ayat di atas mengandung celaan terhadap orang-orang yang menjadi
pelaku riba.Oleh karenanya, keberadaan perbankan syariah sebagai wujud
kepedulian terhadap jalannya prinsip-prinsip yang islami dalam sendi-sendi
kehidupan ekonomi.Sebagaimana Allah swt yang mengharamkan praktik riba,
maka sebagai gantinya, perbankan syariah hadir dengan sistem jual beli, dan
sistem kerjasama.

Kegiatan operasional bank syariah dengan nasabahnya harus patuh dan
memedomani prinsip-prinsip dasar syariah sebagaimana telah disinggung
sebelumnya, antara lain yaitu:

1) Larangan riba (bunga), maisir (judi), dan gharar (objek tidak jelas) dalam

berbagai transaksi;

YKementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an in Word, Terjemah Kemenag 2019.
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2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbass pada perolehan
kentungan yang sah menurut syanah (halal dan thayyib);

3) Didasarkan pada kemitraan dengan berhagi keuntungan dan kerugian (profit
and lost sharing)

4) Adanya persesuaian kehendak timbal balik (asas rela sama rela, asas manfaat,
dan asas keadilan)

5) Memberikan zakat.?

Prinsip dasar perbankan syariah di atas, merupakan prinsip yang mutlak
dijalankan dalam sistem perbankan syariah saat ini. Bagi lembaga perbankan
syariah tidak dibenarkan menggunakan sistem yang sama dengan perbankan
konvensional, sebab dalam perbankan syariah segala operasionalnya mengacu
kepada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Teori Dual Banking System
a. Pengertian Dual Banking System

Sistem operasional perbankan saat ini, dikenal istilah sistem perbankan
ganda (Dual Banking System).Menurut Usanti, sistem dual banking adalah
terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara
berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.?

29A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),
h.46

1Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2016),
h. 2.
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Menurut Rahmatika, maksud dualbanking system adalah bank dapat
melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga
dan kegiatan perbankan yang berbasis syariah. Bagi yang mengkonversi banknya
menjadi perbankan syariah, maka seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-
prinsip perbankan syariah, sedangkan bagi yang melakukan kedua-duanya maka
mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa, terutama yang menyangkut interaksi
antara kegiatan-kegiatan yang berbasis bunga yang merupakan kekhasan dari
perbankan konvensional dengan kegiatan yang bebas bunga yang merupakan
kekhasan dari perbankan syariah, sehingga antara keduanya dapat dipisahkan.*

Perbankan yang beroperasi secara konvensional, pendapatan bank yang
utama berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan pada prosentase tertentu dari
pinjaman yang diberikan oleh bank, dan selain itu bank konvensional juga
mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar prosentase tertentu atas simpanan
dari nasabahnya. Sementara bank yang beroperasi secara prinsip syariah,
memperoleh pendapatannya dengan adanya pembagian laba yang dihitung secara
proporsional antara pinjaman atau kredit yang diberikan bank dengan modal
keselurunan yang dipunyai perusahaan dalam hal ini adalah nasabah
pembiayaan/kredit.Hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan pada
waktu akad pembiayaan yang sudah disetujui keduanya dan dituliskan dalam
bentuk nisbah.?*Kedua sistem perbankan dijalankan dalam waktu yang bersama

dengan ciri-ciri penentuan pendapatan yang membedakan diantara keduanya.

22 Arivatu Ni’mati Rahmatika, “Dual Banking System Di Indonesia” At-Tahdzib: Jurnal Studi
Islam dan Muamalah, 2014, h. 2.

2 Arivatu Ni’mati Rahmatika, “Dual Banking System Di Indonesia” At-Tahdzib: Jurnal Studi
Islam dan Muamalah, 2014, h. 2-3.
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Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dual
banking system merupakan sistem operasional dalam perbankan dengan
memadukan dan mengelaborasi antara sistem perbankan konvensional dengan
perbankan syariah dalam satu waktu, yang dicirikan dengan sistem bunga dengan
sistem bagi hasil dalam perbankan syariah.

KomponenDual Banking System

Pada prinsipnya meskipun terdapat kesamaan dalam operasionalnya, bank
konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang cukup signifikan
diantara keduanya, perbedaan tersebut terletak pada penentuan keuntungan,
perbankan syariah menentukan keuntungan berdasarkan akad-akad syariah,
sedangkan perbankan konvensional menentukan keuntungan berdasarkan

persentase bunga yang dibebankan kepada nasabah. Berikut adalah beberapa

perbedaan bank konvensional dan bank syariah :

Tabel 2.1

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA

BAGI HASIL

Penentuan bunga dibuat pada waktu
akad dengan asumsi usaha akan selalu

menghasilkan keuntungan

Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil
disepakati pada waktu akad dengan

berpedoman pada kemungkinan untung rugi

Besarnya persentase didasarkan pada

jumlah dana/modal yang dipinjamkan

Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada

jumlah keuntungan yang disepakati

Bunga dapat mengambang/variabel,
dan besarnya naik turun sesuai dengan

naik turunnya bunga patokan atau

Rasio bagi hasil tetap tidak berubah salama
akad masih berlaku, kecuali diubah atas

kesepakatan bersama
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kondisi ekonomi

Pembayaran bunga tetap seperti yang | Bagi hasil bergantung pada keuntungan
dijanjikan tanpa pertimbangan apakah | usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi,
usaha vyang dijalankan peminjam | kerugian ditanggung bersama

untung atau rui

Jumlah  pembayaran bunga tidak | Jumlah pembagian laba meningkat seseuai
meningkat sekalipun keuntungan naik | dengan peningkatan keuntungan nasabah

berlipat ganda

Eksistensi bunga diragukan (kalau | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi

tidak dikecam) oleh semua agama hasil

Sumber : Antonio dalam Ascarya®

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan antara sistem yang diterapkan oleh
perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah pada sistem
operasional yang dijalankan keduanya untuk memperoleh keuntungan. Dalam
perbankan syariah, perolehan keuntungan dilakukan dengan metode bagi hasil
dengan tujuan untuk menjamin keadilan diantara kedua pihak, baik pemodal
maupun bagi pengelola modal, sedangkan dalam perbankan syariah, perolehan
keuntungan dilakukan dengan menetapkan suku bunga yang mengikat dalam
kontrak perjanjian awal.

Sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional, sebagaimana
dalam tabel di atas dilihat bahwa ketentuan beban bunga kepada nasabah bersifat

mutlak yang didasarkan oleh besarnya modal, sedangkan dalam sistem bagi hasil

**Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Edisi | (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008), h. 27.
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dalam perbankan syariah ketentuan margin keuntungan kepada nasabah bersifat
dinamis yang didasarkan oleh besaran keuntungan yang diperoleh dalam aktifitas

pengelolaan usaha yang dijalankan.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual bertujuan untuk menjelaskan arti dari setiap kata yang

menjadi judul dari penelitian dan memberikan batasan terhadap makna dari judul

penelitian sehingga sedapat mungkin terhidar dari kesalahpahaman. Skripsi ini

berjudul“Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah tentang Sistem Dual

Bankingpada Bank BPD SULSELBAR Pinrang” berdasarkan judul tersebut maka

adapun pengertian operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :”

1.

Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan®. Penerapan
dalam pengertian ini merupakan suatu bentuk pelaksanaan operasional pada Bank
BPD SULSELBAR Pinrang yang dilaksanakan dengan sistem dual banking
Prinsip syariah merupakan nilai-nilai Islam yang harus di penuhi mulai dari A
sampai Z?. Prinsip-prinsip dalam perbankan syariah disini adalah pedoman-
pedoman dalam perbankan yang harus dijalankan yang pada tujuan utamanya
adalah menghindari transaksi-transaksi yang dilarang dalam agama seperti riba,
maysir, gharar, tadliz dan sebagainya.

Sistem dual bankingadalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional
dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai

peraturan perundang-undangan yang berlaku®’.

»Team Pustaka Pheonix, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru (Jakarta: Media

Pustaka Pheonox, 2008), h. 350.

%Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah(Jakarta: Pranadamedia Grup,

2016), h. 78.

?’7ainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Syariah(Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h. iv.
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Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah terhadap sistem dualbanking yang
di terapkan oleh Bank BPD SULSELBAR Pinrang.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran dari alur penelitian yang akan dilakukan
selama masa penelitian nantinya, “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah
tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang” berdasarkan
judul tersebut maka diketahui penelitian akan dilakukan pada Bank BPD
SULSELBAR Pinrang” berangkat dari situ peneliti akan memngulas bagaimana
prinsip perbankan syariah yang digunakan dan harus dipatuhi oleh perbankan syariah,
setelah itu peneliti akan mencocokkan apakah prinsip perbankan syariah tersebut
telah teraplikasikan pada sistemdual bankingBank BPD SULSELBAR Pinrang.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka bagan kerangka fikir dapat digambarkan

sebagai berikut:



Gambar 2.2

Bagan Kerangka Pikir
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BAB 11
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan PendekatanPenelitian

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif yang merupakan studi
penelitian yang mencoba memahami fenomena-fenomena dalam setting dan konteks
yang natural. Studi kualitatif ini berlandaskan pada paradigma postpositivisme yang
tidak berupaya untuk membuat perlakuan atau pengkondisian dan atau memanipulasi
fenomena yang diamatinya®®.

Metode kualitatif juga diartikan sebagai metode penelitian dalam
mendeskrispsikan fenomena berdasarkan sudut pandang para informan, menemukan
realita yang beragam dan mengembangkan pemahaman secara holistik tentang sebuah
fenomena dalam konteks tertentu.Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik,
tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai
masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau naturan
setting yang holostis, kompleks dan rinci.Penelitian yang menggunakan pendekatan
induksi yang mempuunyai tujuan penyusunan kontriksi teori atau hipotesis melalui
penungkapanfakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif®.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yakni mengamati
fenomena alamiah yang biasa terjadi di lapangan pada saat penelitian sedang

berlangsung.Fenomena-fenomena yang dimaksud disini adalah bagaimana praktik

®Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitati: Sebuah Tinjauan Teoridan Praktik,
(Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 3.

2Albi Anggito dan Johan Setiawan.Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: Jejak,
2018), h. 9.
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penerapan prinsip syariah dalam dual banking system pada Bank BPD SULSELBAR
Pinrang.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada lembaga keuangan bank yaitu pada
Bank BPD SULSELBAR Pinrang yang ada di Kabupaten Pinrang. Dengan durasi
penelitian kurang lebih dua bulan. Terhitung setelah seminar proposal, penelitian dan
proses pengelolaan data yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.
C. Fokus Penelitian

Fokus peneltian berfungsi sebagai pedoman dalam penyusnan penelitian.
Agar tidak meluas dalam pembahasannya, maka sebuah penelitian harus menetapkan
fokus penelitian yang akan dianalisis, pada penelitian ini peneliti ingin memfokuskan
penelitiannya pada implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah tentang sistem
dual banking pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang. Menganalisis terkait penerapan
prinsip dual banking system yang tentu harus digunakan oleh bank syariah baik bank
umum syariah atau bank yang menggunakan sistem syariah murni maupun yang
melakukan dualsistem atau menggunakan sistem syariah dan konvensional secara
bersama-sama.
D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun
yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk
lainnya guna keperluan penelitian tersebut**.Sumber data terdiri dari dua bagian yaitu

data primer dan data sekunder.

%9Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek) (Jakarta:Rineka cipta, 2006), h.
87.
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1. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari
individu ataupun kelompok. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
wawancara yang dilakukan dengan :
a. Pegawai Bank BPD SULSELBAR Pinrang.
b. Nasabah Bank BPD SULSELBAR Pinrang
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam
bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain.*'yang mendukung penelitian
ini.
E. Teknik Pengumpulan Data
Pada tahap pengumpulan data ini, peneliti secara aktif mengumpulkan data
penelitian.Adapun cara pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya
seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan
seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata

serta dibantu dengan pancaindra lainnya.Pengamatan digunakan dalam penelitian dan

$17ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.
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telah direncanakan secara serius®’.Observasi terfokus pada kejadian, gejala, atau
sesuatu lainnya™®.
2. Wawancara

Cara lain yang dapat dimanfaatkan dalam mengumpulkan data adalah
wawancara. Ada beberapa istilah wawancara yang dikenal dalam penelitian kualitatif,
yaitu wawancara naturalistik, wawancara terbuka, dan wawancara mendalam. Hal ini
didasarkan pada kenyataan bahwa penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan
wawacara dengan gaya formal. Intinya, wawancara dalam penelitian ini dilakukan
secara informal, baik dalam bentuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai, dan
pertanyaanpertanyaan terbuka dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang
mendalam dan lengkap®*.
3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan sumber data dari dokumentasi yang dilakukan
terhadap subjek maupun objek penelitian.Dokumentasi dilakukan dengan mengambil
gambar maupun rekaman audio, video maupun dokumen-dokumen lainnya kepada
subjek penelitian sebagai pendukung keabsahan penelitian ini.
F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

2M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta:Kencana, 2010), h. 115.

*Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h.
38.

**Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitati: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik,
(Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 18.
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1. Analisis Sebelum di Lapangan, penelitian kualitatif telah melakukan analisis data
sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi
pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus
penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan
akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

2. Analisis selama di lapangan Model Miles dan Huberman. Miles and Huberman
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Aktifitas dalam

analisis data, yaitu reduction, data display dan conclusiondrawing/verification®.

*Manik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 152.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Operasional Unit Syariah pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang
Operasional unit syariah Bank BPD Sulsebar adalah bentuk usaha yang
dijalankan oleh Bank BPD Sulsebar terhadap nasabah, baik itu berupa tabungan yang
disimpan dari nasabah, begitupun penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Telah
disinggung di awal, bahwa Bank BPD Sulsebar Pinrang menerapkan dual banking
sistem, artinya menjalankan operasional dengan sistem konvensional di waktu yang
sama juga menjalankan sistem syariah. Berikut hasil studi di lapangan terkait
bagaimana operasional unit syariah di Bank BPD Sulsebar Pinrang.
1. Prinsip Bagi Hasil
Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BPD Sulsebar Pinrang yakni
menggunakan sistem akad mudharabah, atau perjanjian bagi hasil antara pihak Bank
BPD SulsebarPinrang dengannasabah yang menabung dananya pada Bank BPD

SulsebarPinrang. Berikut hasil wawancara dengan pihak Bank BPD SulsebarPinrang:
Prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam unit usaha syariah pada Bank BPD
Sulsebar pada prinsipnya bagi hasil disini hampir sama dengan perbankan
syariah lainnya yang diterapkan yaitu menggunakan prinsip mudharabah
dimana mudharabah ini adalah dana yang dari pihak nasabah akan dikelola
oleh pihak bank. Jika bank atau pengelola ini mendapatkan keuntungan
ataupun kerugian, maka hal itu akan dibagi bersama dengan nisbah yang telah
disepakati bersama di awal.*®

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa sistem bagi hasil
yang dijalankan oleh Bank BPD SulsebarPinrang hampir sama dengan perbankan

syariah pada umumnya, hanya saja mungkin skema bagi hasil yang diterapkan.

*®Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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Ketentuan bagi hasil yang terjalin antara nasabah dengan perbankan syariah memiliki
ketentuan khusus yang membedakan dengan sistem konvensional pada umumnya,
yakni adanya pembagian hasil dan bagi kerugian.

Bagi hasil berlaku bilamana dana tabungan yang dikelola oleh perbankan
syariah pada akhirnya memperoleh keuntungan, sedangkan bagi kerugiaan berlaku
bilamana dana tabungan yang dikelola oleh perbankan syariah pada akhirnya
memperoleh kerugian, sehingga dikatakan bahwa mudharabah yang diterapkan
dalam operasional bank syariah kadangkala pihak nasabah memperoleh keuntungan
bagi hasil, sedangkan di sisi yang berbeda kadangkala pihak nasabah tidak
memperoleh keuntungan profit share apapun.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan operasional unit usaha syariah pada
Bank BPD Sulsebar Pinrang dilaksanakan dengan membentuk Unit Usaha Syariah
(UUS). Bank BPD Sulsebar Pinrang mengimplementasikan UUS tersebut dengan
membentuk layanan syariah, yang berisi point-point seperti simpanan yang berbasis
syariah, pinjaman syariah dan penyediaan jasa layanan syariah.

Produk pendanaan pada Bank BPD Sulsebar Pinrang merupakan
diimplementasikan dalam bentuk syariah seperti tabungan syariah, deposito dan giro
syariah. Sistem bagi hasil yang diimplementasikan lebih banyak menggunakan akad
mudharabah, sedangkan disisi lain juga diimpelementasikan akad wadiah (titipan)
pada produk simpanan tersebut. Artinya, bahwa nasabah memiliki hak untuk memilih
akad yang diinginkan.

Produk bagi hasil yang dilandasi akad mudharabah dalam sistem perbankan
syariah merupakan produk bisnis ataupun investasi. Artinya bahwa apabila nasabah

menggunakan produk bagi hasil mudharabah, berarti dana yang disimpan tersebut
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berhak dikelola dengan baik oleh pihak perbankan syariah, konsekuensinya bilamana
di akhir memperoleh keuntungan, maka nasabah akan mendapatkan sebagian
keuntungan dari dana tersebut. Di sisi lain, pihak nasabah juga akan dibebankan biaya
administrasi atas tabungan tersebut. Sedangkan apabila nasabah memilih akad wadiah
pada perbankan syariah, maka biaya penitipannya pun lebh sedikit akan tetapi
nasabah tidak berhak memperoleh bagi hasil sebagaimana dalam akad mudharabah.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis hingga saat ini mayoritas perbankan
syariah menggunakan bagi hasil mudharabah lebih banyak pada produk pendanaan,
dalam hal ini adalah tabungan, deposito maupun giro, sedangkan pada produk
pembiayaan masih jarang bank syariah menerapkan akad bagi hasil mudharabah
tersebut.

Bank BPD Sulselbar Pinrang menerapkan operasional unit syariah dengan
menjalankan sistem bagi hasil mudharabah pada produk tabungan, yang mana
nasabah penabung sebagai pihak pertama yang menyalurkan dana kepada Bank BPD
Sulselbar Pinrang selaku pihak kedua sekaligus pengelola, sedangkan pihak ketiga
adalah nasabah peminjam dana. Apabila dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh
pihak bank memperoleh keuntungan, maka wajib diberikan kepada nasabah dengan
ketentuan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama di awal akad perjanjian,
begitupun apabila dana yang dikelola tidak memperoleh apapun, maka bank tidak
wajib memberikan bagi hasil kepada pihak nasabah penabung.

2. Rasio Bagi Hasil Ditentukan pada Keuntungan

Sistem bagi hasil adalah sebuah skema pembagian atas hasil operasional

dalam perbankan syariah. Apabila kita berbicara mengenai produk pendanaan atau

simpanan, skema pembagian tersebut terdiri dari pembagian untuk pihak pengelola
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dana atau dalam hal ini adalah perbankan syariah dengan pihak pemilik dana, atau
dalam hal ini nasabah penabung. Olehnya itu, pembagian tersebut dalam perbankan
syariah diimplementasikan dalam bentuk rasio atau persentase, artinya persentase
hasil yang dibagi kepada pengelola dana dan kepada pemilik dana, sebab bagi hasil
ini juga mengandung unsur kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian di Bank BPD

Sulselbar Pinrang ditemukan rasio bagi hasil dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rasio Bagi Hasil Deposito Syariah
No Jumlah Deposito Rasio Bagi Hasil
Bank Nasabah
1 > 100 Juta Rupiah 57% 43%
2 < 100 Juta Rupiah 43% 57%

Sumber : Hasil Wawancara Penelitian

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat dilihat rasio bagi hasil yang diterapkan
oleh Bank BPD Sulselbar Pinrang untuk deposito syariah hampir sama antara profit
share yang diberikan kepada nasabah dengan bank. Hanya saja ada ketentuan yang
terbalik pada jumlah deposito nasabah. Senada dengan hasil wawancara berikut ini,

pihak Bank BPD Sulselbar Pinrang menyatakan :
Kalau rasio bagi hasil kita disini macam-macam, seperti tabungan dan
deposito. Kalau deposito disini di bawah 100 juta, maka nibah bagi hasil yang
diberikan kepada nasabah itu sebesar 57% untuk bank dan 43% untuk
nasabah. Jika nisbahnya di atas 100 juta misalnya 101 juta, maka nisbahnya
terbalik.Justru lebih besar diberikan ke nasabah sebesar 57% sedangkan untuk
bank hanya 43% persen.*’

$"Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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Berdasarkan hasil penelitian ini, dipahami ketentuan rasio bagi hasil pada
Bank BPD Sulselbar ditentukan berdasarkan kebijakan internal bank, yang mana bagi
nasabah yang menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito dengan jumlah dana
di bawah 100 Juta Rupiah akan diberikan profit share sebesar 43%, sedangkan
apabila nasabah menanamkan investasi dalam bentuk deposito di atas 100 Juta
Rupiah, maka nasabah tersebut berhak atas profit share 57%.

Operasional unit syariah pada Bank BPD Sulselbar Pinrang menerapkan
sistem bagi hasil atas dana nasabah yang terhimpun dalam bentuk tabungan, deposito
maupun giro dijalankan dalam bentuk bagi hasil dengan rasio bagi hasil berdasarkan
ketentuan di setiap produk simpanan tersebut. Dengan demikian ketentuan nominal
rasio bagi hasil ditentukan pada saat dana tersebut memperoleh keuntungan dalam
pengelolaan dana yang diberikan kepada nasabah peminjam. Hal tersebut berbeda
apabila dikaitkan dengan sistem konvensional yang mana dalam sistem konvensional
rasio bunga ditetapkan di awal perjanjian. Sehingga dapat dipahami bahwa
adakalanya nasabah memperoleh keuntungan bisa saja lebih banyak dan bisa juga
tidak ada sama sekali, seperti misalnya jika terjadi kerugian atas pengelolaan dana.

Senada dengan hasil wawancara berikut ini :
Apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh nasabah
atau dalam hal ini adalah pembiayaan. Kalau disini ada pembiayaan seperti
renovasi rumah, KPR subsidi itu semua dikelola secara syariah.Jika terjadi
kerugian dengan nasabah, pada saat akad kita lakukan namanya asuransi. Jadi
apapun kerugiaan yang akan timbul di kemudian hari, itu ada asuransi yang
siap menanggung kerugian tersebut.*®

*®Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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Skema bank syariah, menyebutkan bahwadana yang diberikan kepada nasabah
peminjam dikover oleh asuransi. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dana
bilamana sewaktu-waktu nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Berdasarkan
ini pula, nasabah pemilik dana pun akan mendapat proteksi secara tidak langsung dari
pihak asuransi atas dana yang dititipkan kepada bank syariah.

Perlu dipahami bahwa skema dalam perbankan syariah yakni bagi hasil
ditentukan berdasarkan keuntungan, hal tersebut dipraktikkan dalam bentuk
penarikan rasio bagi hasil meskipun di awal perjanjian akan tetapi ditentukan dan
dibagi di akhir dimana telah ditentukan rasio keuntungan dari dana tersebut, dan
perbankan memiliki kebijakan internal tersendiri untuk menentukan hal tersebut.

Penerapan sistem perbankan syariah terdapat aspek kemitraan atau kerjasama
yang terjalin antara pihak perbankan syariah dengan pihak nasabah. Kemitraan dalam
hal ini adalah bagaimana mendayagunakan dana nasabah untuk kebutuhan nasabah
lainnya yang defisit dana untuk memperoleh keuntungan finansial. Perlu dipahami
bahwa perbankan syariah hanya dapat beroperasi dengan menggunakan dana
simpanan nasabah dalam bentuk apapun, sedangkan nasabah dapat memperoleh
keuntungan berupa pendayagunaan dana tersebut. Dengan demikian, lahirlah konsep
kemitraan yang mana terdapat hubungan yang saling membutuhkan dan saling terkait
satu sama lain.

Sejalan dalam pandangan Andi Nasriyadi (2013) yang menyatakan bahwa
bank syariah berdasarkan pada prinsip profit and loss sharing (bagi untung dan bagi
rugi). Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi
dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian

dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan
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demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan
antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan
dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.**Usaha produktif dijalankan tentu harus
mengacu pada ketentuan dalam syariat Islam, karena ini merupakan bank syariah,
maka pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah peminjam pun juga berbasis
syariah dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengikat.

Berdasarkan hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio bagi hasil
pada Bank BPD Sulselbar Pinrang mengacu pada hasil yang diperoleh dari
pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak Bank BPD Sulselbar Pinrang. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil yang diberikan kepada deposan yang
menyalurkan dana kepada bank diatas 100 Juta Rupiah adalah sebesar 57%
sedangkan pihak bank sebagai pengelola memperoleh 43% dari keuntungan tersebut.
3. Bagi Hasil Meningkat Sesuai Keuntungan

Bagi hasil dalam Bank BPD Sulsebar bersifat fleksibel, artinya menyesuaikan
dengan tingkat keuntungan yang diperoleh pihak perbankan. Berdasarkan hasil
penelitian, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penabung ataupun deposan
yakni diakhir bulan, sejalan dengan ini, berikut hasil wawancara dengan Bapak
Muhammad Yasin Katara selaku Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank

Sulselbar Pinrang :
Ketentuan bagi hasil di Bank BPD Sulsebar Pinrang biasa di akhir bulan kita
melihat performa bank. Apabila bank memiliki keuntungan yang banyak,

*Andi Nasriyadi, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Nasabah terhadap Komposisi
Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar , Skripsi Sarjana, (Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2013), h. 27.
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maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah akan lebih besar di bulan
berikutnya.*

Hasil penelitian ini sejalan dalam ketentuan Perundang-Undangan dalam
ketentuan prinsip bagi hasil. Menurut UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 butir 13 terdapat
poin yang menyatakan bahwa “besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah
keuntungan yang diperoleh dan jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai
dengan peningkatan jumlah pendapatan.” Sehingga pada dasarnya peningkatan bagi
hasil dengan sistem syariah sangat memungkinkan sebab mengacu pada jumlah
pendapatan.

Ketentuan bagi hasil yang diimplementasikan dalam Unit Usaha Syariah Bank
BPD Sulselbar Pinrang didasarkan pada keuntungan diakhir periode lalu kemudian
diberikan kepada nasabah penabung atau deposan. Tingkat bagi hasil meskipun
ditentukan di awal berdasarkan persentese, akan tetapi acuan persentase tersebut tetap
didasarkan pada keuntungan di akhir bulan. Dengan melihat prospek pembiayaan dari
nasabahnya, Bank BPD Sulselbar Pinrang dapat menetapkan bagi hasil kepada
nasabah deposan berdasarkan keuntungan, adakalanya bagi hasil untuk nasabah
dinaikkan berdasarkan naiknya pula keuntungan yang diperoleh, dan adakalanya
nasabah deposan hanya memperoleh sedikit, sejalan menurut pandangan Wiroso
(2005) menyatakan bahwa dalam bank syariah, imbalan yang diberikan kepada para
deposan (penghimpun dana) sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh atas

pengelolaan atau penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya

““Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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pendapatan yang telah diikuti dengan aliran kas masuk (cash basis) sehingga dari
bulan ke bulan berikutnya penghasilannya tidak selalu sama.*

Peningkatan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah deposan sangat
bergantung pada tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah. Imbalan yang
diaplikasikan dalam bentuk profit share adalah hak bagi nasabah pemilik dana atas
keuntungan dari dana tersebut, disisi yang lain adalah kewajiban perbankan untuk
memberikan imbalan tersebut kepada nasabahnya. Dengan demikian, sikap amanah
sangat diperlukan bagi setiap lembaga perbankan yang menjalankan prinsip syariah,
berbeda dengan sistem konvensional, dimana rasio pendapatan deposan dapat dilihat
di awal perjanjian sebab dasar rasio tersebut berdasarkan jumlah tabungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan dari hasil penelitian ini
bahwa ketentuan bagi hasil dalam Bank BPD Sulselbar didasarkan pada keuntungan
yang diperoleh diakhir periode yang kemudian dibagikan kepada nasabah deposan.
Besaran bagi hasil tidak merata sebab ditentukan di akhir, sedangkan apabila dalam
pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak bank di bulan yang berjalan memperoleh
keuntungan yang lebih, maka bank akan menaikkan bagi hasil kepada nasabah di
bulan berikutnya.

4. Keabsahan tidak Diragukan

Keabsahan mengenai operasional yang diimplementasikan oleh Bank BPD
Sulselbar tidak dapat diragukan. Secara yuridis, terdapat undangan-undang perbankan
syariah misalnya UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan

asas legalitas hukum terhadap operasional perbankan syariah. Selain itu juga terdapat

“Raihanah Daulay, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan
Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis,
2014, h. 6.


https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-21-2008-perbankan-syariah
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Dewan Pengawas Syariah yang berperan sebagai pengawas terhadap jalannya
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syar’i dalam perbankan. Senada
dengan ini, hasil wawancara menunjukkan sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah di Bank Sulselbar itu yang pertama itu bentuknya tiap
sebulan sekali DPS melakukan review unit produk, mengenai apakah produk yang
dikeluarkan itu sudah bagus atau ada kendala. Saya kira pengawasannya sepert itu,
dengan melihat performance produk tersebut, apakah layak dilanjutkan atau
dihentikan.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada Bank BPD Sulselbar terdapat
Dewan Pengawas Syariah sebagali pemegang otoritas dalam pengawasan produk-
produk yang dijalankan oleh perbankan syariah. Berkenaan dengan ini, pengawasan
yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank BPD Sulselbar adalah
melakukan penyuluhan terhadap produk yang dijalankan, baik itu dari segi kelayakan
produk diterapkan maupun dari segi performa produk tersebut.

Menurut penulis, kelayakan produk dikontrol sebab apabila suatu produk
dalam perbankan syariah tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam, maka produk
tersebut tidak akan diberilakukan, sedangkan performa produk diawasi apakah
produk tersebut masih diminati oleh masyarakat atau tidak.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam setiap unit syariah sangat
diperlukan dalam mengontrol apakah ketentuan-ketentuan dalam aturan syariat Islam
sudah sejalan atau belum. Dalam Raihanah Daulay, ketentuan prinsip bagi hasil

menurut Pasal 1 butir 13 UU No. 10 tahun 1998 terdiri atas :

*’Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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a. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman
pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah
pendapatan.
d. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
e. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu
tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh
kedua belah pihak.*®
Berdasarkan hasil kajian di atas maka dapat di katakan bahwa penerapan Unit
Usaha Syariah pada Bank BPD Sulselbar Pinrang sudah sejalan dengan ketentuan
dalam aturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan
Abdul Haris Simal yang juga menyatakan bahwa Bank BPD Sulselbar menjalankan
operasionalnya dengan berlandaskan prinsip bagi hasil, hal tersebut mencerminkan
implementasi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undangan-Undang
Perbankan Syariah.**
B. Penerapan Konvensional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang
Bank BPD Sulselbar Pinrang menerapkan dual banking system dalam kantor
yang sama sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, sehingga penerapan
operasional yang dijalankan bersifat ganda, didalamnya terdapat sistem konvensional

pada saat yang sama juga menerapkan unit usaha syariah (UUS). Berikut hasil

“*Raihanah Daulay, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan
Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis,
2014, h. 7.

*Abdul Haris Simal, Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan
Operasional Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 2, 2019, h. 162.
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penelitian ini yang membahas tentang penerapan sistem konvensional pada Bank
BPD Sulselbar Pinrang.
1. Prinsip Bunga

Bunga dalam perbankan merupakan instrumen untuk memperoleh keuntungan
dari pengelolaan dana yang diimplementasikan. Bank yang bergerak di bidang
konvensional memperoleh keuntungan dengan menggunakan prinsip bunga, artinya
tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan kepada nasabah. Ketentuan prinsip
bunga juga berisi tentang ketetapan yang diperjanjian di awal, berikut hasil
wawancara dengan pihak Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar

Pinrang :
Prinsip bunganya konvensional itu tidak seperti di syariah, artinya di
konvensional itu sudah menetapkan berapa jumlah bunga di awal mereka
melakukan perjanjian, sedangkan syariah tidak.Nanti di syariah penetapan
bagi hasil di belakang.Jadi yang penentuan bunga itu dilakukan di awal pada
saat perjanjian atau akad kredit.*®

Bank BPD Sulselbar Pinrang menerapkan prinsip bunga dalam operasional
konvensionalnya, baik itu dalam hal pendanaan maupun dalam pembiayaan. Skema
keuntungan yang diperoleh yakni berasal dari selisin bunga yang ditetapkan pada
nasabah penabung dengan nasabah peminjam.Hal yang mendasari perbedaan sistem
bunga dengan sistem bagi hasil terletak pada perjanjian awal dengan nasabah.

Prinsip bunga ditetapkan di awal perjanjian tabungan maupun pembiayaan,
sehingga besaran bunga yang ditetapkan dengan nasabah lebih terukur dan sifatnya
paten, artinya apabila nasabah ditetapkan bunga tabungan 10% dengan tabungan 100

Juta Rupiah misalnya, maka keuntungan dari tabungan nasabah berkisar 10 Juta

**Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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Rupiah yang berhak diterima oleh nasabah. Begitupun bagi nasabah peminjam dana,
apabila nasabah peminjam dana diberikan beban bunga 12% dengan pinjaman 100
Juta Rupiah misalnya, maka nasabah wajib membayar bunga sebesar 12 Juta Rupiah.
Dengan demikian, sifatnya lebih pasti dan mutlak, yang didasarkan pada ketentuan
bunga yang berlaku di saat yang sama nasabah melakukan transaksi dengan pihak
bank. Berbeda halnya dengan prinsip bagi hasil.

Telah dijelaskan di awal, bahwa prinsip bagi hasil meskipun ditentukan
dengan persesntase seabagaimana pula dalam prinsip bunga, akan tetapi prinsip bagi
hasil ditetapkan di akhir bulan, yang dihitung berdasarkan perolehan keuntungan dari
pengelola dana. Apabila dalam hal ini nasabah penabung diberikan ketentuan bagi
hasil 50% dengan jumlah tabungan 100 Juta Rupiah misalnya, maka diakhir bulan
pihak perbankan syariah apabila memperoleh keuntungan 20 Juta Rupiah, maka
diberikan kepada nasabah penabung 10 Juta Rupiah.

Prinsip bunga memiliki kandungan esensi tidak seperti prinsip bagi hasil. Jika
prinsip bagi hasil memiliki esensi kemitraan, prinsip bunga hanya berkutat pada
hubungan relasi bisnis antara deposan dengan pihak bank, atau antara investor dengan
pengelola dana. Prinsip bunga maupun prinsip bagi hasil pada dasarnya memiliki
kelebihan dan kelemahan, akan tetapi yang mesti digaris bawahi adalah kedua prinsip
tersebut hingga saat ini masih dipraktikkan oleh lembaga perbankan di Indonesia
sebab masyarakat masih menerima kedua ketentuan tersebut. Meskipun berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kinerja yang sudah
baik.

Hasil penelitian oleh Annastasya Meisa Putri dan Aldilla Iradianty

menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan gambaran kinerja keuangan Perbankan
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Syariah dan Perbankan Konvensional periode 2015-2019 berada pada kondisi yang
sehat sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Tetapi Perbankan Syariah memiliki
kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan Perbankan Konvensional
dilihat dari sisi solvabilitas (CAR), kualitas aset (NPL), likuiditas (LDR), dan
leverage (DER). Sedangkan Perbankan Konvensional memiliki rentabilitas (ROA dan
BOPO) yang lebih baik dibandingkan dengan Perbankan Syariah.*®Jadi setiap
perbankan masih memiliki keunggulan masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa prinsip bunga yang
dijalankan oleh Bank BPD Sulselbar Pinrang dalam operasional konvensional pada
umumnya sama dengan sistem perbankan lainnya, dimana Kketetapan bunga
diperjanjikan di awal yang didasarkan atas perhitungan persentase modal, sehingga
sifatnya lebih terukur dan mutlak.

2. Besarnya Persentase Berdasarkan Modal

Persentase bunga atau pendapatan bagi pemilik modal ditentukan berdasarkan
kuantitas modal yang disetor kepada pengelola dana. Poin ini masih memiliki kaitan
yang erat dengan poin dalam pembahasan sebelumnya, yang mana patokan dasar
dalam menentukan bunga yakni dari modal investor. Dalam hasil penelitian yang
dilakukan pada Bank BPD Sulselbar Pinrang menunjukkan bahwa persentase
keuntungan yang ditetapkan oleh konvensional lebih besar dibandingan dengan

ketentuan dalam unit syariah, senada dengan hasil wawancara berikut ini :
Persentase keuntungan yang diterapkan untuk unit konvensional agak lebih
besar, apabila dibandingkan dengan ketentuan di syariah.*’

*®Annastasya Meisa Putri dan Aldilla Iradianty, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan
Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional 2015-2019, Jurnal Mitra Manajemen (JMM
Online), Volume 4 Nomor 8, 2020, h. 1115.

*"Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa ketentuan
prinsip bunga tabungan pada Bank BPD Sulselbar masih lebih tinggi daripada
ketentuan bagi hasil yang diterapkan pada unit syariah.Hal tersebut bisa saja
disebabkan oleh faktor dasar penentuan keuntungan tersebut.Dalam hal ini, nasabah
memiliki hak untuk memilih jenis sistem manapun yang diinginkannya.Bisa saja
nasabah dapat memilih sistem konvensional atauun sistem bagi hasil, hal tersebut
sangat bergantung dari yang mana menguntungkan pihak nasabah.

Menurut Adiwarman dan Affif seperti dikutip dalam Rika Putri Nur
Alindateori Floating Market menjelaskan tentang segmentasi nasabah yang
menyimpan uangnya di bank, lebih disebabkan alasan rasional ekonomi seperti
tingkat keuntungan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Salah satu bentuk yang
ditawarkan adalah bagi hasil pada bank syariah dan suku bunga pada bank
konvensional. Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi
dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak
menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank syariah akan
beralih menjadi nasabah bank konvensional. Begitupula sebaliknya, jika tingkat bagi
hasil yang ditawarkan bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga di
bank konvensional, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula
merupakan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi nasabah bank syariah.*®

Prinsip bunga yang mana ditentukan berdasarkan modal, sedangkan prinsip
bagi hasil yang ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh pengelola dana

(perbankan). Mengingat saat ini adalah masa resesi ekonomi yang disebabkan oleh

“®Rika Putri Nur Alinda, Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nishah Bagi Hasil pada
Deposito Mudharabah, Jurnal llmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 1, 2016, h. 3.
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pandemik sehingga performa pendapatan bagi hasil menurun sehingga profit share
yang diberikan kepada nasabah penabung pun lebih rendah. Berbeda halnya dengan
ketentuan bunga, naik turunnya bunga dapat disebabkan oleh kebijakan Pemerintah
dan kebijakan internal, sehingga pendapatan yang dibayarkan kepada nasabah pun
melalui berbagai filterisasi kebijakan.

Moh. Ali Wafa dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sistem operasional
yang digunakan bank konvensional adalah menggunakan sistem perhitungan bunga
kredit atau pinjaman (invest note), sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu
adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau
menjual produknya, atau dengan kata lain bahwa bunga itu sebagai harga yang harus
dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh
nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam atau debitan.*

Bunga dalam operasional konvensional pada Bank BPD Sulselbar sebagai
balas jasa atas dana yang diberikan oleh investor kepada pengelola dana. Balas jasa
kredit pada sistem konvensional timbul karena adanya uang sebagai modal yang
diberikan bank kepada nasabah untuk pengembangan usahanya, sehingga sebagai
bentuk balas jasa nasabah karena telah diberikan bantuan permodalan, maka nasabah
wajib memberikan bunga tersebut kepada pihak bank. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa ketentuan bunga dalam sistem konvensional yang diterapkan oleh
Bank BPD Sulselbar Pinrang ditetapkan berdasarkan jumlah modal sebagai bentuk

balas jasa atas pembelian atau penjualan produk-produk perbankan.

**Moh. Ali Wafa, Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank
Syariah, Jurnal Kordinat, Volume XVI, Nomor 2, 2017, h. 261-262.
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3. Fluktuatif

Sistem operasional berbasis konvensional dicirikan dengan ketentuan bunga
yang fluktuatif atau berubah-ubah pada waktu-waktu tertentu yang didasarkan pada
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian pada Bank BPD
Sulselbar Pinrang, ditemukan bahwa sistem bunga yang diterapkan menggunakan

sistem bunga flat, berikut hasil wawancara dalam penelitian ini :
Ketentuan bunga pada Bank BPD Sulselbar Pinrang disini kita menggunakan
sistem bunga flat, bukan anuitas atau floating.>

Sistem bunga yang diterapkan oleh Bank BPD Sulselbar Pinrang berdasarkan
hasil wawancara tersebut adalah sistem bunga flat. Bunga flat artinya bunga
mendatar, yang mana bunga yang diberikan kepada nasabah penabung maupun
nasabah peminjam sifatnya tidak berubah-berubah atau sama dari awal perjanjian
kredit hingga di akhir perjanjian. Terdapat berbagai macam tingkat suku bunga, yakni
bunga flat, anuitas dan floating.

Faktor yang mendasari sehingga terjadi fluktuasi bunga yakni kondisi
perekonomian suatu negara.Dapat dapat dipungkiri, bahwa stabilitas dan instabilitas
perekonomian suatu negara berdampak pada fluktuasi bunga, sebab bunga
menyesuaikan dari kondisi perekonomian suatu negara.

Menurut Moh. Ali Wafa mengenai tinggi rendahnya suku bunga di tengah
masyarakat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni: likuiditas masyarakat,
ekspestasi, inflasi, besarnya suku bunga dalam negeri dan ekpektasi perubahan nilai

tukar dan premi atas resiko.™

®Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

*'Moh. Ali Wafa, Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank
Syariah, Jurnal Kordinat, Volume XVI, Nomor 2, 2017, h. 261-262.
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Ketentuan bunga sebagai balas jasa perbankan dari nasabah yang sifatnya
fluktuatif dapat dijadikan sebagai strategi perbankan dalam memasarkan
produknya.Dalam penyaluran kredit, nasabah sebagai konsumen tentunya
menginginkan suku bunga pinjaman yang rendah. Pada saat yang sama perbankan
juga menurunkan bunga tabungan kepada nasabah penabung, tujuannya agar
perbankan tetap memiliki selisih bunga sebagai keuntungan.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara nasabah penabung
dengan nasabah peminjam, perbankan berhak menentukan jenis suku bunga yang
mana lebih berpotensi untuk memperoleh penghasilan, disi nasabah dapat
menjangkaunya. Perbankan dapat memilih sistem bunga fix/flat ataupun anuitas, hal
tersebut sangat bergantung pada kebijakan internal dari masing-masing perbankan
diluar bunga kredit yang KUR sebab KUR merupakan bunga yang berasal dari
kebijakan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bunga kredit
yang diterapkan oleh unit konvensional Bank BPD Sulselbar Pinrang bersifat flat
yang berarti bunga yang diperjanjikan dengan nasabah memiliki ketentuan yang datar
atau sama, dari awal perjanjian hingga akhir.

4. Pembayaran Bunga Mutlak

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank BPD Sulselbar Pinrang ditemukan
bahwa Kketentuan bunga yang diterapkan dalam unit konvensional sifatnya
mutlak.Artinya, apabila nasabah telah menyepakati beban bunga yang ditetapkan di
awal perjanjian, maka konsekuensinya adalah nasabah harus mampu membayar

bunga tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan tanpa melihat bagaimana
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performa usaha nasabah. Berikut hasil wawancara dengan pihak Analis Pembiayaan

Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar Pinrang :
Apabila terjadi kredit macet, dalam hal ini ketika kredit bermasalah, misalnya
di konvensional pada saat awal kredit kita lakukan mitigasi.Yang pertama kita
harus minta jaminan dari nasabah, kedua ada asuransi. Jadi ketika ada nasabah
yang memiliki kredit macet, kita bisa sita agunan atau jaminan. Yang kedua
lewat jalur asuransi.

Perjanjian kredit yang dilakukan pada unit konvensional Bank BPD Sulsebar
Pinrang, sebelum kredit disalurkan kepada nasabah peminjam maka dipersyaratkan
terlebih dahulu jenis agunan dari nasabah, tujuannya agar sewaktu-waktu nasabah
pada akhirnya mengalami kredit macet, maka agunan tersebut sebagai proteksi bank
untuk menutupi sisa hutangnya dengan jalan pelelangan barang jaminan. Sebagai
bahan proteksi keuangan Bank BPD Sulsebar Pinrang terhadap kendala keuangan
dari pihak nasabah, selain meminta jaminan/agunan, pihak perbankan juga membayar
sejumlah asuransi, tujuannya adalah untuk menjamin dana tersebut bilamana
sewaktu-waktu nasabah juga mengalami kredit macet.

Pada dasarnya, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah
saat ini dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada nasabah memiliki ketentuan
sama yakni bunga atau bagi hasil mutlak harus dibayarkan. Bank syariah maupun
bank konvensional sama-sama akan menjaga kinerja keuangannya dari kredit macet
nasabah sehingga tetap membutuhkan proteksi keuangan seperti mempersyaratkan
jaminan maupun asuransi.

Berbeda halnya dalam pembahasan pendanaan, dimana apabila mengikuti

ketentuan bunga, maka dalam kondisi apapun pihak perbankan konvensional wajib

2Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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memberikan balas jasa bunga kepada nasabah, sebab persentase bunga ditetapkan di
awal dengan mengacu pada jumlah modal yang disetor oleh nasabah penabung.
Apabila mengacu pada ketentuan bagi hasil, maka hanya dalam kondisi perbankan
syariah memperoleh keuntungan barulah dapat diberikan kepada nasabah, sedangkan
apabila perbankan syariah tidak memperoleh keuntungan atas pengelolaan dana,
maka juga tidak wajib diberikan proft sharing kepada nasabah penabung sebab profit
sharing mengacu pada keuntungan dari pengelolaan dana bank.

Berdasarkan uraian di atas pembayaran bunga pada Bank BPD Sulselbar
bersifat mutlak berdasarkan perjanjian awal antara bank dengan nasabah. Dapat pula
dipahami bahwa sistem bunga yang perjanjikan di awal berdasarkan jumlah modal
melahirkan suatu ketentuan bunga yakni suatu ketetapan yang harus dibayar sesuai
dengan perjanjian awal dan mengabaikan bagaimana prospek pengelolaan dana
tersebut di masa mendatang.

5. Bunga tidak Meningkat Meskipun Untung

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketentuan dari
sistemn bunga yang tidak dapat meningkat meskipun pihak perbankan sebagai
pengelola dana memperoleh keuntungan berlipat ganda adalah karena adanya
ketetapan yang dirumuskan dalam lingkup internal perbankan, termasuk dalam hal ini
adalah adanya ketetapan dari pihak Pemerintah, seperti misalnya Kredit Usaha

Rakyat :
Dalam pembiayaan di bank konvensional, mengapa bunga tidak meningkat
karena disebabkan oleh pengaturan atau sudar di atur, misalnya KUR. KUR
sebagaimana kita ketahui Pemerintah sudah mengatur bunganya, artinya di
bank manapun itu apabila berbicara KUR, maka bunganya tetap 6%, jadi tidak
akan naik. Artinya, bunga dalam hal ini diatur, apakah Pemerintah yang
mengatur atau internal bank sendiri. Karena misalnya dalam sistem kredit
pada Bank BPD Sulselbar untuk kredit PNS itu bunga kreditnya sebesar 10%
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tapi ketika misalnya di ke BRI, mungkin saja bunganya bisa 14%, jadi ada
kebijakan internal masing-masing bank.*?

Kebijakan internal dari suatu bank berbeda dengan bank lainnya, sehingga
melahirkan tingkat suku bunga antara perbankan konvensional yang satu dengan yang
lainnya pun berbeda. Pada penentuan bunga mengacu pada kesepakatan di awal
perjanjian, apabila nasabah telah sepakat bahwa bunga pinjaman misalnya sekian
persen, maka adapun keuntungan nasabah dari dana tersebut tinggi ataupun rendah,
nasabah tetap akan membayar bunga pinjaman sesuai yang diperjanjikan di awal.

Perbedaan sangat mendasar antara sistem bunga dengan bagi hasil adalah
pada sistem bunga dalam bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu
akad tanpa berpedoman pada kesepakatan bersama (pihak bank yang menentukan)
dan apakah perhitungan sistem bunga dapat menyulitkan nasabah untuk membayar
angsuran atau tidak. Sedangkan pada sistem bagi hasil penentuan resiko keuntungan
berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah dengan
berpedoman pada kemungkinan tidak memberatkan pihak nasabah dalam
mengangsur dana tidak merugikan pihak bank. Pada sistem bunga, suku pinjaman
bank konvensional dan suku bunga simpanan masing-masing akan saling
mempengaruhi. Maka apabila suku bunga simpanan tinggi otomatis suku bunga
pinjaman ikut tinggi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil tidak demikian. Pada sistem
bunga, tinggi rendahnya bunga dipengaruhi oleh target laba (keuntungan) yang
diinginkan oleh pihak bank, jadi apabila laba yang di inginkan besar maka bunga ikut

besar pula dan sebaliknya, sedangkan pada sistem bagi hasil tidak adanya demikian.>*

*Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.

**Moh. Ali Wafa, Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah,
Jurnal Kordinat, Volume XVI, Nomor 2, 2017, h. 269.
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Sistem perbankan sebagai bentuk pengendalian kredit bermasalah, terdapat
kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh bank kepada nasabah yang disebut sebagai
restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memberikan
penangguhan jangka waktu kredit nasabah, atau bahkan melakukan pengurangan
bunga terhadap nasabah peminjam, akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang
berlaku, misalnya terdapat kebijakan dari Pemerintah ataupun sebagai langkah
perbankan agar memberikan kelonggaran kepada nasabahnya.

Perbankan konvensional memperoleh keuntungan dari selisih bunga tabungan
dengan bunga pinjaman.ltulah mengapa dalam perbankan konvensional ada kaitan
yang sangat erat antara suku bunga tabungan dengan suku bunga pinjaman.Sistem
bunga juga melahirkan kebebasan kepada pihak perbankan untuk menentukan
besaran keuntungan dari pengelolaan dananya dengan nasabah. Dengan demikian,
ketetapan bunga dalam sistem perbankan konvensional tidak dapat meningkat
meskipun dari pengelolaan dana yang dilakukan memperoleh keuntungan yang
berlebih, sebaliknya ketetapan bunga tidak dapat turun meskipun dari pengelolaan
dana yang dilakukan memperoleh kerugian, kecuali terdapat kebijakan dari pihak
perbankan untuk memberikan kelonggaran kepada pihak nasabah.

C. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah dalam Dual Banking System diBank BPD
SULSELBAR Pinrang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang prinsip-prinsip perbankan
syariah yang terkandung dalam oeperasional pendanaan dan pembiayaan pada Unit
Usaha Syariah (UUS) yang dijalankan oleh Bank BPD Sulselbar Pinrang. Penerapan
dual banking system di Bank BPD Sulselbar Pinrang sebagaimana dari hasil

observasi penelitian ditemukan bahwa operasional dijalankan dalam satu unit
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kantoryang sama, dimana pada kantor Bank BPD Sulselbar Pinrang terdapat
pelayanan yang berbasis konvensional di waktu yang sama juga terdapat pelayanan
yang berbasis syariah. Hal tersebut disebabkan karena unit usaha syariah berada
dalam naungan perbankan konvensional, tujuannya untuk mengkover nasabah yang
menginginkan transaksi syariah.Sejalan dengan ini, dalam Penjelasan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6, Huruf m,

terdapat ketentuan sebagai berikut :

Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga

melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui :

a. Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau

b. Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang
melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan
perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor
cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional
dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan
berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Ketentuan di atas mempersyaratkan bagi lembaga perbankan umum yang
hendak menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka harus mendirikan
kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, akan tetapi pada penerapan
dual banking systempada Bank BPD Sulselbar Pinrangmasih menyatu, hal tersebut
disebabkan karena Bank BPD Sulselbar Pinrang masih sementara dalam tahap
pengembangan unit usaha syariahnya.

Berikut hasil wawancara dengan pihak Analis Pembiayaan Konter Layanan

Syariah Bank Sulselbar Pinrang :
Di Bank BPD Sulselbar itu sebenarnya kita masih satu naungan yang mana di
dalamnya terdiri dari konvensional dan syariah, keduanya itu pada dasarnya
sama. Cuma syariah itu masih unit usaha, jadi kalau Anda bertanya apakah
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uangnya disini dipisah, maka jawabannya tidak, tetap disatukan. Karena di
Bank BPD Sulselbar masih satu atap dan tempat penyimpanan uangnya masih
sama, di hasanah istilahnya kalau disini.”

Unit Usaha Syariah yang dijalankan oleh Bank BPD Sulselbar sebagai bentuk
penerapan dual banking system, dioperasionalkan dalam satu wadah yang sama dan
dana simpanan nasabah yang masuk dioperasional. Meskipun dana yang ada di Bank
BPD Sulselbar ditempatkan di wadah yang sama, akan tetapi tujuan operasional dan
sistem yang digunakan keduanya berbeda, sebab pada dasarnya Undang-Undang
telah melarang bagi perbankan yang menjalankan prinsip syariah akan tetapi
menggunakan prinsip konvensional sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6, Huruf m

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha

secara konvensional. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia memuat antara lain:

a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;

b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;

c. persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha
secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
Syariah.

Undang-Undang perbankan memberikan batasan bagi lembaga perbankan
yang menjalankan prinsip syariah menggunakan sistem yang berbasis konvensional,
artinya bahwa perbankan syariah harus patuh terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip
syariah.Selanjutnya kegiatan usaha atau produk yang dikeluarkan harus berbasis
syariah dan adanya Dewa Pengawas Syariah yang memberikan pengawasan serta

pembukaan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional

*Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.Prinsip-prinsip syariah
yang dimaksud disini adalah menghindari transaksi-transaksi yang diharamkan oleh
syariat Islam, berikut prinsip-prinsip dalam perbankan syariah.
1. Larangan Riba (Bunga), Maisir (Judi), dan Gharar

Prinsip perbankan konvensional berbeda dengan perbankan syariah. Dasar
dari perbedaan tersebut adalah pada acuan operasional fundamental, yang mana
perbankan syariah harus patuh terhadap ketentuan syariat Islam yang hanya
membenarkan transaksi yang berisi asas kemaslahatan bersama, dan melarang
berbagai macam transasksi yang dapat merusak tatanan kehidupan ekonomi,
diantaranya larangan riba, maisir dan gharar.

Berdasarkan hasil penelitian di Bank BPD Sulselbar Pinrang menujukkan
bahwa meskipun dual banking system dijalankan dalam satu wadah kantor, akan
tetapi sistem Unit Usaha Syariah (USS) yang dijalankan tetap mengacu pada

ketentuan syariat Islam. Berikut hasil wawancara penelitian :
Di syariah yang membedakannya dengan konvensional, yang menyangkut
masalah ribanya ini adalah di akadnya.Kalau misalnya kita menggunakan
akad jual beli yang namanya murabahah.Kalau masalah judi, jelas tidak boleh
disini apalagi gharar.”®

Pelaksanaan sistem Unit Usaha Syariah (USS) pada Bank BPD Sulselbar
Pinrang, aturan main yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang pelajaran
sistem bunga telah dijalan dengan baik.Sebagai gantinya, Bank BPD Sulselbar
Pinrang menerapkan sistem bagi hasil mudharabah sebagaimana hasil penelitian
ini.Perbedaan mendasar yang dapat dilihat adalah terletak pada akad yang

menjembatani setiap produk yang diterapkan dalam Unit Usaha Syariah (USS).

*Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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Ketentuan bunga pada perbankan konvensional dianggap sebagai bagian dari
riba yang mana hal tersebut sangat dilarang dalam agama Islam, sehingga bagi
lembaga perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah harus
menghindari larangan tersebut.Salah satu ayat yang melarang adanya bunga sebagai
sistem riba yakni terdapat dalam QS. Al-Bagarah/2:275 berikut ini :
2Ly S Bl o (el A5 coll a3 W V) 63458 Y 1ol &30 ol
55 &a die 3 525 5 Tooll %25 a0 a5 100 (e ol 1 138
A L 2 © A Gl A B e fagtan U505 Sl b 4l Ly

Yvo

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri,
kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.
Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan
riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya
(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang
mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka.Mereka kekal di
dalamnya.”’

Ayat di atas berisi larangan bagi setiap Muslim untuk mengambil riba dalam
transaksi apapun dan dimanapun, sebab riba dianggap sebagai sumber melaratnya
bagi para pelaku maupun korbannya.Dalam konsep perbankan syariah, riba dilarang
sebab dapat memberikan beban tambahan kepada nasabah, olehnya itu perbankan
syariah melaksanakan operasionalnya dengan mengacu pada fatwa yangd dikeluarkan

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

’Kementerian Agama Republik Indonesia, Qurlan Kemenag in Ms. Word, Terjemah
Kemenag 2019
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Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem
perbankan konvesional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Qur’an, sechingga para
investor harus diberi konpensasi dengan cara lain. Selanjutnya dikatakan dalam Al-
Qur’an bahwa mereka yang tidak menghiraukan pelarangan bunga berarti berperang
dengan Tuhan dan Nabi Muhammad Saw, meskipun hukuman duniawi untuk pelaku
yang tidak bertobat tidaklah ditentukan. Pengharaman riba disebutkan dalam ayat-
ayat dari beberapa Surat dalam Al-Qur’an yang berbeda. Ayat pertama menegaskan
bahwa riba menghilangkan keberkahan Tuhan dalam harta. Ayat kedua mengutuknya
dengan manempatkan riba sebagai sama dengan memberikan harta orang lain secara
tidak sah. Ayat ketiga memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhi riba demi
kesejahteraan mereka scndiri. Ayat keempat menetapkan perbedaan yang jelas antara
riba dengan perdagangan, yang mendorong kaum muslimin untuk pertama, hanya
mengambil jumlah modal pokoknya saja dan kedua merelakannya jika si peminjam
tidak mampu melunasi.

Larangan bunga bagi lembaga perbankan menjadi prinsip penting agar
perbankan syariah saat ini dapat menghindari sistem tersebut.Secara yuridis, penulis
telah menunjukkan larangan riba yang diambil dari literatur yang sahih yakni Al-
Qur’an Al Kariim. Selain itu, juga terdapat beberapa Hadis Rasulullah saw yang
menunjukkan betapa riba sangat dilarang dalam sistem perekonomian Muslim. Secara
praktik, riba tidak akan memberikan keberkahan bagi pelakunya, dan berdasarkan
parkatik operasional pada Bank BPD Sulselbar sudah menunjukkan adanya upaya

untuk menghindari sistem riba tersebut.

8Andi Nasriyadi, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Nasabah terhadap Komposisi
Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar , Skripsi Sarjana, (Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2013), h. 29.
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Berdasarkan hasil penelitian pada Bank BPD Sulselbar Pinrang, ditemukan
upaya untuk menciptakan nuansa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah dengan
membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang dijalankan dengan konsep bagi hasil
pada beberapa produk pendaan dan produk pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nur Faniansah dan
Fakhruddin Mansyur yang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan
oleh Bank Syariah khususnya Sulselbar Syariah lepas dari konsep ekonomi riba,
dimana sistem bagi hasil tersebut dilakukan atas kesepakatan antara nasabah dan
pihak Bank. Jadi disini tidak ada yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut
dibangun bersama-sama.>®
2. Bisnis Halal dan Thayyib

Prinsip penting dalam bidang muamalah adalah halal dan tahyyib.Halal dan
tahyyib merupakan pedoman bagi seorang Muslim dalam menjalankan bisnis. Halal
dan thayyib mengandung makna bahwa produk-produk dan proses dalam bisnis harus
dijalankan dengan jaminan halal dan baik. Dalam konsep perbankan syariah, prinsip
ini mengisyaratkan bahwa produk-produk yang dibuat oleh perbankan syariah harus
terjamin dari unsur-unsur yang haram seperti riba, maysir dan gharar serta dapat
dipertanggungjawabkan kebermanfaatannya bagi pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip bisnis
halal dan thayyib yang ditunjukkan oleh Bank BPD Sulselbar yakni dengan
menjamin kejelasan transaksi antara nasabah dan pihak bank serta pihak lainnya yang

terkait.Kejelasan terkait prosedur dalam transaksi tersebut merupakan refleksi dari

*Nur Faniansah dan Fakhruddin Mansyur, Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil pada
Bank Sulselbar Syariah Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil pada Bank Sulselbar Syariah
Cabang Makassar, Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Volume 2 Nomor 1, 2019, h. 70.



57

bentuk penghindaran terhadap hal-hal yang bersifat penipuan (gharar). Berikut hasil
wawancara dengan Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar

Pinrang :

Bentuk penerapan dari ketentuan bahwa bisnis harus halal dan tayyib disini
misalnya penerapan syariah yang sudah terjadi disini, ada nasabah yang mau
membeli rumah.Kalau prinsip syariah itu bank yang harus membelikan
rumah, bukan nasabah yang belikan.Jadi yang terjadi saat ini seperti itu, jadi
bank yang membelikan rumah ke pihak developer, nanti nasabah yang
mengangsur ke pihak bank.Sama seperti sekarang itu kita punya pembiayaan
kepemilikan mobil, itu kita belikan nasabah ke dealer dulu kemudian nanti
nasabah yang mengangsur pembayaran ke pihak bank, jadi tidak ada
hubungan antara nasabah dengan pihak dealer.®

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pihak Bank BPD Sulselbar Pinrang
menunjukkan bahwa konsep syariah yang dijalankannya yakni memastikan dengan
baik korelasi antara konsep syariah dengan implementasinya di lapangan.Dengan
mengacu pada sistem syariah, dimana apabila terjadi kasus seperti adanya nasabah
yang mengajukan pembelian secara tidak tunai terhadap barang-barang tertentu, maka
dalam hal ini pihak perbankan syariah yang mendanai nasabah tersebut. Pertama,
pihak perbankan syariah terlebih dahulu membeli barang tersebut kepada pemilik
awal, kemudian menyerahkan kepada pihak nasabah, hingga pada akhirnya nasabah
akan mengangsur setiap bulannya kepada pihak nasabah. Aplikasi konsep yang
demikian, apabila dijelaskan dengan baik kepada nasabah, maka itu merupakan
bentuk menjalankan prinsip halal dan thayyib, sebab menghindari kerusakan akad di

kemduian hari.

*Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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Aplikasi prinsip halal dan thayyib dalam perbankan syariah juga dilakukan
dengan meneliti dengan baik produk-produk yang ditawarkan kepada pihak
nasabah.Apabila berupa produk pembiayaan, maka perbankan syariah harus mengkaji
lebih dalam mengenai tujuan pembiayaan tersebut. Prinsip halal dan thayyib dalam
perbankan melarang adanya peruntukan pembiayaan untuk hal-hal yang mengandung
kemaksiatan seperti misalnya mendanai pembangunan rumah atau ruko yang akan
digunakan untuk usaha yang mengandung aspek tunasusila, narkoba, makanan haram
dan sebagainya, serta melarang penyaluran pembiayaan untuk digunakan sebagai
modal dalam usaha penipuan dan sebagainya.

Hampir di setiap bank pada umumnya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah termasuk dalam hal ini adalah Bank
BPD Sulselbar Pinrang dimana pembiayaan yang dikeluarkan tidak serta merta
diberikan begitu saja tanpa tahapan-tahapan analisis sebelumnya. Dalam proses
analisis pembiayaan, perbankan syariah dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit
bilamana mendapatkan calon nasabah yang berpotensi dari segi kemampuan bayar,
omzset usaha, jaminan, dan aset, akan tetapi terindikasi menjalankan usaha yang
dilarang oleh syariat Islam, tentu bagi perbankan syariah yang bilamana mengacu
pada prinsip halal dan thayyib akan menolak hal-hal tersebut.

Impelementasi prinsip thayyib dijalankan oleh perbankan syariah dengan
menjamin bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah benar-benar
digunakan untuk mengembangakan usahanya. Tidak dibenarkan misalnya bagi
nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan usaha akan tetapi tidak

digunakan sesuai dengan tujuan tersebut, bagi perbankan syariah tentu tidak boleh
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memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak transfaran tentang tujuan
pembiayaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank BPD
Sulsebar Pinrang telah memenuhi prinsip halal dan thayyib dalam penyaluran
pembiayaannya kepada nasabah peminjam dana.

3. Profit and Lost Sharing

Prinsip perbankan syariah selanjutnya adalah profit and loss
sharing.Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya bahwa perbankan syariah
menjalankan operasionalnya dengan skema bagi hasil atau bagi pendapatan.Dalam
operasional Bank BPD Sulselbar, skema simpanan seperti tabungan, deposito dan
giro menggunakan akad mudharabah. Prinsip profit and loss sharing yang
mengandung aspek kemitraan menjadikan hubungan antara bank dengan nasabah
tidak hanya sebatas investor dan pengelola dana akan tetapi saling mendukung untuk
memperoleh keuntungan yang maksimal, sebab dasar keuntungan yang diperoleh
kedua pihak dari prinsip profit and loss sharingterletak pada jumlah pendapatan atau

profitabilitas. Berikut hasil penelitian ini :
Kalau prinsip profit and loss sharing kembali ke prinsip mudharabah, jika
bank memperoleh profit yang besar artinya itu dibagi bersama-sama, tetapi
ketika Kkita loss sharing otomatis nasabah juga tidak akan mendapatkan apa-
apa. Karena prinsip syariah seperti itu, sebagaimana pada peristiwa tahun
1998 itu satu-satunya bank yang bertahan adalah bank syariah muamalat,
karena kalau bank syariah dapat nol, maka nasabah juga mendapatkan nol.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pirnsip profit and

loss sharingdiaplikasikan dalam Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank BPD

' Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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Sulselbar Pinrang dalam bentuk akad mudharabah pada produk pendanaan. Skema
bagi hasil apabila dijalankan dengan baik, maka dapat menjadi pemicu minat nasabah
menabung pada perbankan syariah, bagaimana tidak, tingkat keuntungan yang tinggi
juga melibatkan nasabah dalam memperoleh keuntungan tersebut. Sehingga dalam
skema bagi hasil ini, pihak perbankan syariah sangat dituntut agar dapat mengelola
dana dengan baik.

Menurut Raihanah Daulay, salah satu faktor yang mempengaruhi nasabah
untuk menyimpan dananya di bank syariah karena faktor bagi hasil. Perusahaan yang
dapat mengelola dengan baik dana yang disimpan nasabah maka bagi hasil yang
diperoleh nasabah akan lebih baik pula. Prinsip bagi hasil tidak hanya keuntungan
tetapi terdapat unsur keadilan, dimana besar benefit yang diperoleh nasabah sangat
tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang
diamanahkan kepadanya. Hal ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh tidak
hanya bagi nasabah juga bank sebagai pengelola.®®

Sebagaimana dalam uraian Daulay di atas, bahwa dalam prinsip bagi hasil
terdapat aspek yang sangat penting, yakni aspek keadilan.Keadilan diwujudkan dalam
konsep bagi hasil dengan sikap yang amanah dan transparansi dari kedua pihak.
Apabila dana yang dikelola memang untung, maka perbankan syariah sebagai
pengelola dana harus menaikkan profit share kepada nasabahnya, begitupun apabila
pengelola dana mengalami kerugian.

Sistem bagi hasil merupakan tantangan bagi bank syariah sebagai pengelola

untuk dapat menyalurkan dana yang dihimpunnya pada sektor riil yang lebih besar,

%2Raihanah Daulay, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan
Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis,
2014, h. 12-13.
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menguntungkan dan manfaat yang besar sehingga terwujud kesejahteraan semua
pihak. Bila hal ini terlaksana maka tidak sulit bagi perusahaan untuk menarik nasabah
untuk membuat keputusan menabung. Hasil penelitian ini sesuai pendapat yang
menyatakan, keuntungan dalam sistem bagi hasil dipandang dari dua sisi, pertama
dari sisi peminjam dengan berbisnis pada bank bagi hasil, mereka tidak dipatok untuk
membayar dana yang pasti untuk periode tertentu, seperti pada sistem bunga.
Menurut Hamidi, sistem bagi hasil menguntungkan peminjam terutama ketika kondisi
perekonomian yang sulit, sehingga dapat membantu memperkecil risiko. Kedua,
pemodal diuntungkan melalui kemampuan bank untuk mengelola dana yang
disimpan dan diputar bank kepada para pengusaha dan investor, sehingga semua
pihak dapat menerima manfaat dan perlakuan adil sebagaimana yang ditetapkan
dalam Islam.®®

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah terbukti dapat menarik minat bagi
masyarakat.Semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah perbankan syariah,
maka semakin menunjukkan bahwa perbankan syariah layak diterapkan di
Indonesia.Sejalan dengan pandangan Andi Nasriyadi yang menyatakan bahwa sistem
bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan
berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil

adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan

%*Raihanah Daulay, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan
Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis,
2014, h. 12-13.
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senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya
tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.®*
4. Zakat

Perbankan syariah yang menerapkan sistem syariat Islam seutuhnya harus
menjalankan syariat tersebut dalam operasionalnya.Seperti halnya syariat Islam
menganjurkan bagi setiap Muslim untuk mengeluarkan zakat, perbankan syariah pun
harus mengeluarkan zakatnya yang diamanahkan kepada badan yang otoritas,
tujuannya adalah menjamin kesejahteraan umat bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Bank BPD Sulselbar
Pinrang telah mengelurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional di
Kabupaten Pinrang.Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap karyawan dalam Bank
BPD Sulselbar Pinrang telah amanah dalam menjalankan prinsip perbankan tersebut.

Lebih lanjut, berikut hasil wawancara penelitian ini :
Jadi di Bank BPD Sulselbar penyaluran zakat dilakukan dengan pemotongan
zakat kepada setiap pegawai sesuai dengan ketentuan zakat.Sekarang ini Kita
sudah kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional, jadi semua pegawai di
Bank BPD Sulselbar tiap bulan gajinya dipotong dan masuk ke BAZNAS
Pinrang.®®

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa setiap pegawai di
Bank BPD Sulselbar mendistribusikan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional
setiap bulannya yang diambil dari pemotongan gaji.Elaborasi yang dilakukan antara

pihak perbankan syariah dengan Badan Amil Zakat merupakan langkah konkrit dari

% Andi Nasriyadi, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Nasabah terhadap Komposisi
Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar , Skripsi Sarjana, (Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2013), h. 27.

®*Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layanan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januari 2022.
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pemenuhan prinsip perbankan syariah sekaligus membantu pemerintah dalam hal
meningkatkan daya zakat di Indonesia.

Menurut Dwi Suwikyo: 2010, bahwa bank syariah merupakan salah satu
intrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam sebagai
bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan
sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks
keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan. Menurut Abdul Haris Simal bahwa pemerintah telah
mengambil langkah yang sangat tepat. Pasalnya peran perbankan syariah secara
operasional dan kelembagaannya diharuskan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.®

Zakat bagi perekonomian masyarakat memiliki peran yang vital sebagai
penyokong perekonomian untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat
yang membutuhkan.Bagi pemerintah, zakat turut membantu dalam menangani dan
menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Bagi Muslim, zakat merupakan bagian dari
rukun-rukun dalam agama yang sifatnya wajib untuk ditunaikan. Dengan demikian,
mengingat pentinganya zakat, maka menurut penulis bahwa penting bagi setiap
lembaga tidak hanya perbankan syariah akan tetapi juga lembaga lainnya untuk
bekerjasama dengan Badan Amil Zakat.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka disimpulkan bahwa
Bank BPD Sulselbar Pinrang telah menjalankan prinsip zakat yang
diimplementasikan dengan mewajibkan bagi setiap karyawan untuk mengeluarkan

zakatnya melalui Badan Amil Zakat.

8 Abdul Haris Simal, Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan
Operasional Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 2, 2019, h. 164.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :

1. Penerapan operasional unit syariah pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang
dijalankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad
mudharabah yang mana pembagian keuntungan didasarkan pada jumlah
keuntungan yang diperoleh sehingga jumlah pembagian bagi hasil meningkat
sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, dan jika terjadi kerugian, maka
ditanggung bersama.

2. Penerapan konvensional pada Bank BPD SULSELBAR Pinrang yakni
menggunakan sistem bunga flat rate. Bunga didasarkan pada jumlah modal yang
disetor deposan dengan persentase bunga yang ditetapkan di awal perjanjian
sehingga sifatnya mutlak, adapun apabila terdapat kerugian dalam pengelolaan
dana, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pengelola dana.

3. Prinsip-prinsip perbankan syariah dalam dual banking systemdiBank BPD
SULSELBAR Pinrangsejalan dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memuat ketentuan kegiatan usaha
harus berdasarkan prinsip syariah sehinggaharus menghindari riba, maysir,
gharar, bisnis yang halal, menggunakan skema profit and loss sharing dan

mengeluarkan zakat.

64



65

B. Saran
Adapun saran-saran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Agar kiranya pihak Bank BPD Sulselbar dapat memisahkan unit operasional
antara unit konvensional dan unit usaha syariah, tujuannya agar nasabah tidak
memberikan generalisasi bilamana terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
keinginan nasabah dari salah satu unit tersebut. Misalnya nasabah kecewa dengan
pelayanan dari unit konvensional, hingga kemudian juga menyalahkan unit
syariah.

2. Pihak Bank BPD Sulselbar perlu memisahkan keuangan antara unit konvensional
dengan unit syariah, dikhawatirkan terjadi percampuran keuangan sehingga
terhadap hal-hal yang bersifat subhat.

3. Mengingat hasil penelitian dari beberapa peneliti menunjukkan prospek dan
kinerja keuangan perbankan syariah yang baik saat ini, sehingga diharapkan agar
Unit Usaha Syariah (UUS) lebih dikembangkan dan dipertahankan kualitas
layanannya kepada nasabah.

4. Mengingat prinsip-prinsip syariah telah dijalankan dengan baik, maka diharapkan
agar pihak Bank BPD Sulselbar menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS) di
Kabupaten Pinrang sebagai role model bagi perbankan syariah lainnya yang

dilihat dari aspek kepatuhan syariahnya.
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Bagaimana prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam unit syariah Bank BPD
SULSELBAR?

Bagaimana rasio bagi hasil ditentukan dengan nasabah dalom unit syariah ?
Bagaimana Ketentuan bagi hasil pada unit syariah Bank BPD SULSELBAR
Pinrang 7

Bagaimana apabila terjadi Kerugian atas pengelolaan dana yang dilukukan
oleh nasabah ?

Bagaimana bentuk pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah vang
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Bagaimana penerapan prinsip bunga pada unit konvensional Bank BPD
SULSELBAR Pinrang ?

Bagaimana persentase keuntungan vang ditentukan pada unit konvensional 7
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TRANSKIP WAWANCARA

Prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam unit usaha syariah pada Bank BPD
Sulsebar pada prinsipnyn bagi hasil disini hampir sama dengan perbankan syariah
lainnya yang diterapkan yaitu menggunakan prinsip mudharabah - dimans
mudharabal ini adalah dana yang dari pihak nasabah akan dikelols oleh pihak bank.
Jika bank atau pengelola ini mendapatkan keuntungan ataupun kerugian, maka hal itu
akan dibagi bersama dengan nisbah yang telah disepakati bersama di awal.'

Kalau rasio bagi hasil kits disini mocam-macam, seperti tabungun dan
deposito. Kalau deposito disini di bawah 100 juts, maka nibah bagi hasil yang
diberikan kepada nasabah itu sebesar 57% untuk bank dan 43% untuk nasabah, Jika
nisbahnya di atas 100 juta misalnya 101 jura, maka nishahnya terbalik. Justru lebih
besar diberikan ke nasabah sebesar 57% sedangkan untuk bank hanya 43% persen,”

Apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh nasabah
atau dalam hal ini adalah pembiayaun, Kalay disini ada pembisysan seperti renovasi
rumith, KPR subsidi itu semua dikelola secara svariah, Jika terjadi kerugian dengan
nasahah, pada saat akad kita lakukan namanya asuransi, Jadi apapun kerugiaan yang
akan timbul di kemudian hard, itu ada asuranst yang siap menanggung Kerugian
tersebut.”

Ketentuan bagi hasil di Bank BPD Sulsebar Pinrang biasa di akhir bulan kita
melibat performa bank. Apabila bank memmliki keuntungan yang banyak, maka bagi
hasil yang diberikan kepada nasabah akan lebih besar di bulan berikutnya, *

Prinsip bunganys konvensional itu tidak seperti di syariah, artinya di
konvensional ity sudah menetapkan berapa jumlah bunga di awal mereka melakukan
perjanjian, sedangkan syarish tidak. Nanti di syarinh penctapan bagi hasil di
belakang. Jadi yang penentuan bunga itu dilakukan di awal pada suat perjanjian atau
akad kredit ®

'Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayoan Kanter Layunan Syarish Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelitian &l Kantor Bank Sulseibar Pinsang. pada 27 Januar) 2022,

*Muhaminad Yasin Katara, Analis Pembiayean Kanter Layonan Syarioh Bank Sulselbar
Pinreng. Wawancara Penelitian &i Kantoe Bank Sulsetbar Pinrang. pada 27 Januari 2022,

‘Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayaan Konter Layaman Syarioh Bank Sulsclbur
Pinrang. Wawancara Peneditian & Kantor Bank Subsefbar Pinrang, paca 27 Januard 2022

“Mubammad Yasin Kstara, Anulis Pembiayasn Konter Laysnan Syarish Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelition & Kantor Bank Sulsefbar Pinrang. packs 27 Januari 2022

“Muhammald Yasin Katara, Analis Pembiay Konter Lay Syarish Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Penelition di Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Januan 2022,
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Persentase keuntungan yang diterapkan untuk unit konvensional agak lebih
besar, apabila dibandingkan dengan ketentuan di syariah.®

Ketentuan bunga pada Bank BPD Sulsethar Pinrang disini Kita menggunakan
sistem bunga flar, bukan anuitas atau floating.”

Apabila terjadi kredit macet, dalam hal ini ketika kredit bermasalah, misalnya
di konvensional pada saat awal kredit kita lakukan mitigasi. Yang pertama Kita harus
minta jaminan dari nasabah, Kedua ada asuransi. Jadi ketika ada nasabah yang
memiliki kredit macet, kita bisa sita agunan stou jaminan. Yang kedun Jewat jalur

asuransi,*

Dalam pembiayaan di bank konvensional, mengapa bunga tidak meningkat
karena disebabkan oleh pengaturan atau sudar di atur, misalnya KUR. KUR
schugaimana kita ketahui Pemenintah sudah mengatur bunganya, artinya di bank
manapun itu apabila berbicara KUR, maka bunganya tetap 6%, jadi tidak akan naik.
Artinya, bunga dalam hal ini diatur, apakah Pemerintah yang mengatur atau intermal
bank sendiri. Karena misalnya dalam sistem kredit pada Bank BPD Sulselbar untuk
kredit PNS itu bunga kreditnya sebesar 10% tapi ketika misaloya di ke BRI mungkin
saja bunganya hisa 14%, jadi ada kebijakan internal masing-masing bank.”

Di Bank BPD Sulselbar itu sebenarnya kita masth satu naungan yang mana di
dalamnya terdin dari konvensional dan syariah, keduanya itu pada dasarnya sama.
Cuma syariah itu masih unit usaha, jadi kalas Anda bertanyz apakah uangnya disini
dipisah, maka jawabannya tidak, tetap disatukan. Karena di Bank BPD Sulselbar
musih satu atap dan tempat penyimpanan uangnya misth sama, di hasanah istilahnya
kalay disini. '

Di syariah yang membedakannya dengan konvensiomal, yang menyangkut
masalah ribanya ini adalah di akadnya. Kalau misalnya kita menggunakan akad jual

‘Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiayoan Konter Layanan Syarish Bank Salselbar
Pintang, Wawancara Penelitian &l Kantor Bank Sulseibar Pinsang. pada 27 Januar) 2022,

"Muhaminad Yasin Katara, Analis Pembiaysan Konter Layunan Syarish Bank Sulselbar
Pinreng, Wawancars Penelitian & Kantoe Bank Subsetbar Pincang. pada 27 Januari 2022,

*Muhammad Yasin Katara, Analis Pembiaynan Konter Layaman Syarish Bank Sulselbur
Pinrang. Wawancara Peneditian & Kantor Bank Sulselbar Pinrang, pada 27 Janouri 2022,
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YMubhammad Yasin Katarn, Analis Pembisysan Kooter Layanan Syeriah Bank Sulseftur
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beli yang numunya murabahah. Kalau masalah judi. jelas tidak boleh disini apalagi
gharar."

Bentuk penerapan dari ketentuan bahwa bisnis harus halal dan tayyib disini
misalnya penerapan syariah yang sudah terjadi disini, ada nasabah yang mau membeli
rumah. Kalau prinsip syariah itu bank yang harus membelikan rumah, bukan nasabhah
yang beflikan. Jadi yang terjadi saat ini seperti itu, jadi bank yang membelikan rumah
ke pihak developer, nanti nasabah yang mengangsur ke pihak bank, Sama seperti
sekurang itu kita punya pembinysan kepemilikan mobil, itu kita belikan nasabah ke
dealer dulu kemudian nunti nasabah yang mengangsur pembayuran ke pihak bank,
jadi tidak ada hubungan antara nasabah dengan pihak dealer. "

Kalau prinsip profit and loss sharing kembali ke prinsip mudharabah, jiki
hunk memperoleh profit vang besar artinya itu dibagi bersama-sama, tetapi ketika kita
loss sharing otomatis nasabah juga tidak ukan mendapatkan apa-aps, Karena prinsip
syariah seperti itw, sebagaimana pada peristiwa tahun 1998 ity satu-satunyas bank
yang bertahan adalah bank syarich muamalat, karena kalau bank syariah dapat nol,
maka nasshah juga mendapatkan nol. "

'Muhammad Yasin Katars, Anolis Pembisysan Konter Layunan Syariah Bank Sulselbar
Pinrang, Wawancara Peneditian & Kantor Bank Subsefbar Pinrang, pada 27 Janoart 2022,
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UMubhammad Yasin Katarn, Analis Pembisysan Koster Layanan Syariah Bank Sulsefbar
Pinrang, Wawancara Penelition & Kantor Bank Sulbselbar Pinrang, pada 27 Janoari 2022,

xvin



BIODATA PENULIS

Nama Penulis Ikhwaluddin, lahir di lembang, O8 januan 1996,
merupakan anak ke 53 dari 6 bersaudara Penulis lahir dari
pasangan suami istri Bapak Mustamin dan [bu Nursia.  Penulis
memulai pendidikan di SDN |85 kanipang selama 6 tahun
lamanya (2001-2007). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP
Negeri 2 Lembang selumn 3 tahun  lamanya  (2008-2010).
Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeni 8 Pinrang
selama 3 tahun lamanya (2012-2015), Kemudian melanjutkan
pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015-2022
dan mengambil jurusan Ekonomi dan Bismis Istam, Program studi Perbankan Syariah.
Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di laksanakan di desa
Betao kabupaten sidrap dan melaksanakan Pelaksanaan Praktek Lapangan (PPL) di
Bank mandiri pinrang.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasisws , dan untuk
memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) untuk
program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skrips: “ IMPLEMENTASI PRINSIP-
PRINSIP PERBANKAN SYARIAH TENTANG SISTEM DUAL BANKING PADA
BANK BPD SULSELBAR PINRANG

X



FHVd3dVYd S1NLLISNI JIWVISI d0O J1VLS dO Advdal] TYdLlNED

=1
N

Wy
=
<
o
T
o
«
as




